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ABSTRACT 

ANALYSIS OF BUREAUCRACY REFORM IMPLEMENTATION IN 
BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

TONY SUPRTANTO 
tonybps62@gmail.com 

Universitas Tcrbuka 

This study was to determine the development of the implementation of 
bureaucratic reforms which has been run by Badan Pusat Statistik (BPS), 
especially BPS Provinsi Kalimantan Tengah. The focus of this research is the 
analysis of developments in the implementation of bureaucratic reforms in BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah from the aspect of the change area governance 
arrangement, the arrangement of the apparatus of human resources management 
system, strengthening accountability for performance and improving the quality of 
public services. Ibis research is important in order to obtain a more 
comprehensive picture and note the obstacles and barriers that exist in the 
implementation of bureaucratic reforms in the BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 
The research method was conducted using qualitative observation, collection of 
secondary data and interviews with informants methods of internal and external 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Sampling with purposive sampling methods, 
data analysis using analytical methods Miles and Huberman. 

The results showed implementation of bureaucratic reforms in the BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah has shown a good development, but still needs 
further improvement, among others still need for improvement of the SOP. the 
need for structuring the management of the archive with the standards, and plans 
that do not overlap the schedule, the need for recruitment is more appropriate 
needs, the need tOr mapping of career employees, the need for the implementation 
of job competency standards, the need for classification of positions are ideal 
between workload and income, the need for additional human resources to 
achieve workload proportionately, the need for analysis of the efficiency and 
effectiveness of work, the need to improve human resource capacity in the front 
office in order not only able to be indicative of publication, but can explain both 
the content of the published data in the Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS 
Provinsi Kalimantan T engah. 

Keywords: bureaucratic reforms, human resources management, the performance 
accountability, public service 
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ABSTRAK 

Analisis Implementasi Reformasi Birokrasi 
di BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

TONY SUPRIANTO 
tonybps62@gmail.com 

Universitas Terbuka 

Penelitian ini untuk mengetahui perkembangan implementasi refonnasi 
birokrasi yang telah dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya di 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Fokus penelitian ini yaitu analisa 
perkembangan implementasi refonnasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan 
Tengah ditinjau dari aspek area perubahan penataan tata Iaksana, penataan sistem 
manajemen sumber manusia aparatur, penguatan akuntabilitas kinetja dan 
peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini penting agar didapat 
gambaran yang lebih komprehensif dan diketahui kendala dan hambatan yang ada 
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 
Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan 
observasi, pengumpulan data-data sekunder dan metode wawancara terhadap 
infonnan dari internal dan ekstemal BPS Provinsi Kalimantan T engah. 
Pengambilan sampel dengan metode Purposive Sampling, analisis data 
menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. 

Hasil penelitian menunjukkan implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukkan perkembangan yang baik, namun 
masih perlu perbaikan lebih lanjut antara lain masih perlunya penyempumaan 
SOP, perlunya penataan pengelolaan arsip dengan standar baku, dan perencanaan 
yang tidak tumpang tindih jadwalnya, perlunya rekrutmen pegawai yang lebih 
sesuai kebutuhan, perlunya mapping karir pegawai, perlunya penerapan standar 
kompetensi jabatan, perlunya klasifikasi jabatan yang ideal antara beban tugas dan 
pendapatan, perlunya penambahan SDM untuk mencapai beban ketja yang 
proporsional, perlunya dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas ketja, perlunya 
peningkatan kemampuan SDM di front office agar tidak hanya mampu menjadi 
penunjuk publikasi, namun marnpu menjelaskan secara baik isi dari publikasi BPS 
di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 

Kata Kunci : reformasi birokrasi, manajemen SDM, akuntabilitas kinetja, 
pelayanan publik 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah beralamat di Jalan 

Kapten Pierc Tendean No. 6 Palangka Raya. Tugas pokok dan fungsinya 

sebagaimana yang tertuang pada UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 

Keberadaan BPS Provinsi Kalimantan Tengah seiring dengan berdirinya 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan nama Kantor Statistik dan 

Sensus. 

Visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah yaitu "menjadi pelopor data 

statistik terpercaya untuk semua." 

Misi BPS Provinsi Kalimantan Tengah yaitu : 

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang 

terintcgrasi dan berstandar nasional maupun internasional. 

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah 

Terdapat Core values (ni lai- nilai inti) yang harus diterapkan PNS di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pondasi yang kokoh untuk 

membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS meliputi : 

1. Profesional, meliputi : 

a. Kompeten, yaitu mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diem ban 

b. Efektif, yaitu memberikan hasil maksimal 
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c. Efisien yaitu mengetjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya 

minimal 

d. Inovatif, yaitu selalu melaukan permbaruan dan/atau penyempumaan melalui 

proses pembelajaran diri secara terus menerus 

e. Sistemik, yaitu meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan 

proses perkerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan 

yang lain. 

2. Integritas, meliputi : 

a. Dedikasi yaitu memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang 

diemban dan institusi 

b. Disiplin, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan 

c. Konsisten yaitu satunya kata dengan perbuatan 

d. Terbuka yaitu menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari 

berbagai pihak 

e. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur 

3. Amanah, meliputi : 

a. Terpercaya, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang 

tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi 

mental spiritual 

b. Jujur, yaitu melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari 

prinsip moralitas 

c.Tulus, yaitu melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik 

kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua 
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tugas untuk perlindungan kehidupan manusta, sebagai amal ibadah atau 

perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa 

d. Adil, yaitu menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya 

Menurut data Subbag Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah bulan Maret 2016 berjumlah 56 orang. Jumlah dan 

komposisi pegawai di BPS Provinsi Kalimantan Tengah cukup dinamis. Sesuai 

dengan keperluan organisasi, terjadi proses promosi, mutasi, maupun rotasi 

pegawai, baik dari BPS Provinsi ke kabupaten/kota maupun antar BPS Provinsi 

dan BPS di pusat. Semuanya ini dimaksudkan untuk melancarkan kinerja BPS. 

Struktur organisasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah meliputi pejabat 

eselon ll, ill, IV dan pejabat fungsional. Sedangkan komposisi 56 orang pegawai 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah per bulan Maret 2016, dilihat dari tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Gam bar. 4.1. Persentase Pegawai BPS Provinsi Kalimantan Tengah 
Menurut Pendidikan per bulan Maret 2016 - ... - -- . - - - - - . .. - - - - -·- ..... - ...... - . 

• SLTA 

• o3 
67% 04/51 

• s2 

- ---·------·-------- - ________ ....... 
Sumber : Subbag Kepegawaian BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

Struktur organisasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah secara utuh 

berdasarkan data bulan Maret 2016 dapat dilihat pada gambar berikut: 
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BPS Provinsi Kalimantan T engah menyadari bahwa tantangan semakin 

besar, sehingga proses reformasi birokrasi sudah menjadi kebutuhan untuk 

dilaksanakan. Sejak tahun 20 I 0, dengan berpedoman pacta naskah akademik 

reformasi birokrasi BPS yang dituangkan dalam bentuk buku I dan buku II 

Reformasi Birokrasi BPS, maka seluruh satuan keija bekeija keras untuk 

melaksanakan agenda besar tersebut. Tiap daerah diberikan kewenangan untuk 

berimprovisasi dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, tidak ketinggalan di 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah menindaklanjuti dengan melakukan 

agenda-agenda reformasi birokrasi mulai dari menerbitkan SK Tim Area 

Perubahan Reformasi Birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah s.d aksi-aksi 

reformasi birokrasi. Bagaimana implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah akan dibahas pada bab ini, sesuai hasil penelitian ini. 

B. Hasil 

Peneliti mengumpulkan data di lapangan antara lain melalui deep 

interview. Sejak awal penelitian, peneliti menggunakan metode analisis Miles dan 

Huberman, sehingga dari basil pengumpulan data di lapangan peneliti melakukan 

reduksi dan display data. Untuk mendapatkan basil penelitian mcngenai 

lmplementasi Reformasi Birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah secara 

valid dan mendalam, maka peneliti mewawancarai informan yang berasal dari 

BPS dan luar BPS, dengan total informan sebanyak 18 orang yang antara lain 

berasal dari unsur Pimpinan BPS Provinsi Kalimantan Tengah; unsur Pejabat 

eselon IV BPS Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya yang terlibat dalarn tim 

RB maupun agen perubahan; unsur Kepala BPS kota dan kabupaten; unsur Staf 
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BPS Provinsi Kalimantan Tengah; unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

dan Bank Indonesia. 

1. HasH Penelitian pada fokus Area Penataan Tata Laksana 

Pada buku usulan reformasi birokrasi BPS tahun 2011 atau dikenal dengan 

buku 1 Reformasi birokrasi di BPS, area perubahan penataan tata laksana m1 

mencakup beberapa kegiatan yang antara lain : 

a. Kerangka Jaminan Kualitas 

b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

c. Pelayanan publik kegiatan Sistem Pelayanan Terpadu 

Kegiatan yang ingin dicapai dalam usulan reformasi birokrasi di BPS 

tersebut sejalan dengan indikator penelitian ini, antara lain terkait penggunaan 

teknologi informasi dalam proses perstatistikaan serta peningkatan pelayanan dan 

kepuasan konsumen termasuk dalam hal pemanfaatan internet dalam akses data. 

Hasil penelitian berdasarkan indikator penelitan dalam fokus area 

perubahan penataan tata laksana antara lain sebagai berikut : 

Ditinjau dari area perubahan penataan tata laksana, berdasarkan deep interview 

yang dilaksanakan oleh peneliti, beberapa informan berpendapat bahwa 

implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah khususnya 

di area perubahan penataan tata laksana pada indikator pemangkasan prosedur 

kerja yang bebas KKN telah terjadi perubahan yang signifikan. Hal ini antara lain 

terungkap dari wawancara dengan informan no.l sebagai berikut : 

"Pemangkasan prosedur kerja yang bebas KKN di BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah telah mengalami perubahan besar sekali. Adanya 
transparansi dalam hal anggaran." (Wawancara dilaksanakan tanggal 1 
Apri12016 di Kantor BPS Kabupaten Barito Utara) 

Sedangkan menurut infonnan no.2 : 
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"Luar biasa perubahannya. Budaya kerja dan pelayanan sangat meningkat. 
Dari sisi perjalanan dinas sudah melihat betul-betul sesuai kebutuhan''. 
(Wawancara dilaksanakan tanggal 4 April 2016 di Kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah). 

Kemudian infonnan no.18 menekankan peran besar dari atasan dalam 

pemangkasan prosedur kerja yang bebas KKN, sebagai mana jawaban infonnan 

sebagai berikut : 

"Pemangkasan prosedur kerja yang bebas KKN sudah berjalan semakin 
baik, perlu ditekankan, ada efek bola salju berawal dari ujung atas. semakin 
ke bawah semakin besar. Jadi peran di atas sebagai teladan dalam upaya 
be bas KKN berpengaruh ke bawah dan semakin besar." (Wawancara 
dilaksanakan tanggal 19 April 2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan 
Tengah). 

Hal ini sejalan pula dengan observasi/pengamatan peneliti, antara lain 

peneliti menemukan adanya keterbukaan dalam hal anggaran. Petunjuk 

Operasional Kegiatan (POK) bukan merupakan barang yang tabu untuk dilihat 

oleh pelaksana kegiatan. Peningkatan kualitas administrasi keuangan juga 

dibuktikan dengan temuan audit yang semakin sedikit dan penge\olaan 

administrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan oleh pihak 

inspektorat BPS semakin baik dari tahun ke tahun, dan hal ini terjadi setelah 

implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 

Berdasarkan observasi peneliti juga diketahui bahwa pemangkasan 

prosedur kerja yang bebas KKN, antara lain dapat terlihat dari proses pengadaan 

barang/jasa. Setelah implementasi refonnasi birokrasi, seluruh pengadaan 

barang/jasa terpusat pada pejabat pengadaan barang/jasa yang ditetapkan melalui 

SK Kuasa Pengguna Anggaran di tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan 

untuk proses pengadaan yang bemilai di atas Rp.200 juta dilaksanakan oleh 

panitia pengadaan barang/jasa melalui Layanan Penyediaan Secara Elektronik 

(LPSE). Hal ini sejalan dengan penjelasan dari infonnan no. 7 : 
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"Implementasi RB pada indikator pemangkasan prosedur kerja yang bebas 
KKN Sudah banyak perkernbangan, terutama dalam proses pengadaan 
barang jasa, diproses oleh pejabat/panitia pengadaan barang/jasa". 
(Wawancara dilaksanakan tanggal 7 April 2016 di Kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah). 

Pemangkasan prosedur ker:ja yang bebas KKN ini, dirasakan tidak hanya 

semenjak reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah, walaupun 

diakui setelah reformasi birokrasi semakin signifikan perubahannya. Hal ini tidak 

terlepas pula dari meningkatnya kesejahteraan pegawai, sebagai mana menurut 

informan no.3 sbb : 

"Jika dibandingkan setelah reformasi birokrasi (RB) dengan sebelum RB, 
implementasi RB pada kegiatan pemangkasan prosedur kerja yang bebas 
KKN sudah jauh berubah, dan perubahan ini malah sebelum RB sudah 
dirasakan mulai terlihat. Sejak kepemimpinan Pak Rusman Heriawan sudah 
mulai ada perubahan, dan pegawai sudah banyak yang punya komitmen 
perbaikan. Adanya peningkatan untuk meninggalkan hal-hal terkait KKN 
ini juga dipengaruhi dengan naiknya kesejahteraan di BPS". (Wawancara 
dilaksanakan tanggal 4 April 2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan 
Tengah). 

Perubahan yang terjadi sejalan dengan target RB itu sendiri yaitu 

pemerintah yang bersih dari KKN. Observasi peneliti menemukan upaya 

perubahan ini diwujudkan dalam praktek keseharian yang tidak melakukan 

pungutan di luar ketentuan. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dari informan 

no.l3 sbb: 

"Sepanjang RB yang dilaksanakan, target RB kan pemerintahan yang 
bersih dari KKN. Seperti pelayanan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST), 
tidak ada biaya-biaya selain Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
sesuai ketentuan. Layanan di PST sudah mudah dan murah. Pada pelayanan 
di internal, contohnya untuk kenaikan pangkat, tidak perlu bayar, pungutan­
pungutan tidak ada. Prosedur pengadaan barang jasa, dapat diaudit, karena 
prosedur sudah scsuai peraturan. Namun bagaimanapun masih ada hal-hal 
yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan." (Wawancara dilaksanakan tanggal 
12 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Sedarmayanti (2009:71), 

reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui 

berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas. 

Reformasi birokrasi berarti : 

I. Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak) 

2. Perubahan penguasa menjadi pelayan 

3. Mendahulukan peranan dan wewenang 

4. Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir 

5. Perubahan manajemen kinerja 

6. Pantau percontohan reformasi birokrasi, mewujudkan pernerintahan 

yang baik, bersih, transparan dan profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisrne 

(KKN) 

Kemudian jika mengamati implementa<>i reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan T engah khususnya di area perubahan penataan tata laksana, 

pada indikator perumusan Standard Operating Procedure (SOP) juga telah terjadi 

perubahan yang ditunjukkan adanya penerapan standar baku dalam berkinerja di 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah yang baru terumuskan dengan baik sejak 

diterapkannya RB di BPS, termasuk pula di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 

Namun SOP tersebut tidak selamanya relevan dengan perkembangan proses 

bisnis di BPS Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga perlu dilakukan evaluasi 

secara berkala terhadap SOP tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa 

informan, antara lain sebagaimana penjela<>an informan no. 7 sebagai berikut : 

"lmplementasi RB pada area perubahan penataan tata laksana, khususnya 
dari indikator perumusan SOP, terlihat sekali progressnya. Setiap 
pekerjaan ada aturan bakunya, baik di teknis masupun di administrasi. 
Contohnya PDRB, releasenya pada rentang waktu yang jelas, 
pedomannya jelas. Begitu juga di administrasi, seperti akan melakukan 
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perjalanan dinas, SOP nya yaitu menyampaikan pengajuan form 
permohonan perjalanan dinas atau dikenal dengan form JLN yang harus 
diketahui Kepala bagian TU untuk diverifikasi ketersediaan anggarannya, 
ditujukan ke KPA untuk dipertimbangkan urgensinya, setelah selesai 
melakukan peijalanan dinas menyampaikan laporan perjalanan dinasnya 
ke pihak terkait, tennasuk untuk kelengkapan administrasi. SOP memang 
perlu penyesuaian dan dievaluasi, agar aplikable. Namun SOP jika sudah 
sesuai, progress kerja lebih enak, ada pergantian orang pun tidak masalah, 
tinggal rnelanjutkan sesuai SOP yang ada." (Wawancara pada tanggal 7 
April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Perlunya evaluasi berkala pada SOP ini juga sesuai dengan pendapat 

Informan no.l : 

"Sejak RB sudah ada SOP. tapi terkadang SOP bikin lambat pekerjaan. SOP 
perlu dievaluasi agar lebih aplikable". (Wawancara pada tanggal 1 April 
2016 di Kantor BPS Kabupaten Barito Utara). 

NamWl demikian, evaluasi SOP secara berkala ini, haruslah didukung oleh 

semua pihak yang terkait. Beberapa bagian dirasakan masih kurang 

memperhatikan masalah evaluasi SOP. Hal ini sebagaimana pendapat infonnan 

no. II sebagai berikut : 

"SOP cenderung tidak dimanage dengan baik. Misal saat direviu, tidak 
didukung sepenuhnya, seharusnya semua andil untuk ikut evaluasi SOP 
tersebut. Dulu tidak dikenal SOP, ada prosedur tapi tidak tertulis dengan 
baik". (Wawancara pada tanggal 11 April 2016 di Kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah). 

Perlunya evaluasi SOP dan hal yang perlu dievaluasi ini sejalan dengan 

pendapat informan no.l3 sebagai berikut : 

"SOP sudah dibuat. Perlu dilakukan evaluasi berkala, di masing-masing unit 
keija. Penerapan SOP sudah dijalankan. Tapi perlu perbaikan agar proses 
bisnis semakin baik. SOP yang panjang alumya, belum tentu SOP itu salah. 
Karena jika itu adalah berdasarkan aturan, maka SOP itu sudah tepat, 
walaupun ada tahapan-tahapan yang cukup panjang. Namun, jika memang 
SOP terlalu birokratis, itu yang perlu dipangkas." (Wawancara pada tanggal 
12 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Walaupun SOP merupakan prosedur standar yang harus dilalui dalam 

proses kerja, tidak menutup kemungkinan SOP bisa tidak dipenuhi untuk situasi 
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kondisi tertentu. Namun tetap berkoordinasi dengan pihak terkait. Hal tm 

sebagaimana diungkapkan oleh in forman no.l6 sebagai berikut : 

"Dari dulu daerah ikut petunjuk dari pusat. Namun, jika SOP tidak dapat 
dilaksanakan, supaya dapat diberikan keringanan, asalkan secara output 
tetap baik. Hal ini karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk 
memenuhi SOP. Misalnya dalam rekrutmen petugas, sesuai SOP diminta 
hams minimal tarnatan SMA, padahal kalau di daerah terpencil, sulit 
mencari petugas lulusan SMA. Setelah implementasi RB, rumusan SOP 
lebih baik, karena semakin menyesuaikan kondisi daerah." (Wawancara 
pada tanggall5 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Pada Buku 1, tentang usulan reformasi birokrasi BPS tahun 2011, 

khususnya pada area perubahan penataan tata laksana berupa kegiatan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK), indikator yang ingin dicapai meliputi : 

a. Penerapan e-government yang konkrit dan terukur; 

b. Tersusun dan terlaksananya Tata Ketola Teknologi Informasi Komunikasi dan 

model operasinya yang dapat mendukung terciptanya integrasi dan proses 

statistik; 

c. Tersusun dan terlaksananya peningkatan infrastruktur dan suprastruktur 

teknologi informasi komunikasi yang dapat mendukung integrasi seluruh 

kegiatan proses statistik; 

d. Tersusun dan terlaksananya integrasi seluruh kegiatan proses statistik yang 

dapat mendukung tcrciptanya peningkatan kualitas data statistik. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, sejak diterapkannya reformasi birokrasi 

di BPS Provinsi Kalimantan Tengah, pemanfaatan teknologi informasi semakin 

berkembang pesat baik dari sisi hardwarenya maupun softwarenya. Peningkatan 

Hardwarenya antara lain berupa penggunaan perangkat komputer yang semakin 

canggih dan praktis, termasuk penggunaan server berkemampuan tinggi untuk 

backup data maupun central pengolahan data. 
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Perkembangan hardware teknologi infonnasi di BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel.4.1 
J umlah T eknologi Informasi di 

BPSP rovmsi Kalimantan T hT ene:a ahun 2009-2015 
Tahun 

Uraian Satuan 
2009 2010 20ll 2012 2013 2014 2015 

Personal 
Buah 0 63 93 132 123 119 Ill 

Computer 

Mainframe Buah 0 0 I I I I I 

Mini 
Buah 0 0 4 4 4 4 4 

Computer 

Peralatan 

Personal Buah 35 36 38 72 62 36 48 

Computer 

.. 
Sumber. Laporan Barang M1hk Negara BPS Provmst Kahmantan Tengah 

Tahun 2009·2016 

2016 

112 

2 

4 

83 

Dari tabel di atas, seiring dengan implementasi refonnasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah, terlihat adanya peningkatanjumlah sarana teknologi 

informasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2009 ke tahun 2016. 

Penurunan fasilitac:; personal computer Pada tahun 2014 dan 2015 disebabkan 

adanya penghapusan personal computer yang sudah usang. Hal ini menunjukkan 

bahwa perkembangan teknologi informasi yang digunakan tidak saja hanya dari 

sisi kuantitas, melainkan juga dari sisi kualitas. Peningkatan signifikan ini 

terutama pada fasilitas server berkernampuan tinggi sehingga semakin 

memudahkan dalam proses kegiatan perkantoran yang ada. 
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Adapun perkembangan sf:?fiwarenya yaitu berupa pemanfaatan aplikasi-

aplikasi baik yang berasal dari internal BPS seperti SIMPEG On Line, Tunjangan 

Kineija On Line (TK On Line) maupun yang berasal dari eksternal BPS seperti 

penggunaan Sistem Imformasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara 

(SIMAK BMN), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem 

Pengendalian Internal On Line (SPI on line), dan lain sebagainya, yang 

menunjukkan perkembangan yang signifikan sctclah diterapkannya reformasi 

birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada akhirnya memberikan 

kemudahan dan ketelitian dalarn pekeijaan pegawai. 

Perubahan yang signifikan dari sisi pemantapan Teknologi lnformasi (Tl) 

dan £-Government sebagai efek implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah ini sesuai pula dengan pendapat beberapa informan yang 

terungkap antara Jain dari wawancara dengan informan no.3 sebagai berikut : 

''Penggunaan internet, pemograrnan secara on line, memberikan berbagai 
kemudahan dan kearnanan data. Hal ini menjadi bukti peningkatan 
pcmantapan Tl setelab RB." (Wawancara pada tanggal 5 April 2016 di 
Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Hal ini diperkuat dengan penjclasan infonnan no.7, narnun menyarankan 

tetap adanya penyempurnaan, seperti penjelasan metodologi statistik yang 

digunakan: 

''Implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah 
pada area perubahan penataan tata laksana khususnya pada indikator 
pemantapan TI dan e-government, progressnya luar biasa. Pemanfaatan 
internet semakin meningkat untuk menunjang pekerjaan. Website selalu 
ditingkatkan kualitasnya, seperti penyempurnaan metodologi. Pengguna 
website semakin meningkat, ini sebagai indikator e-government. Namun 
masih banyak perlu perbaikan, seperti penjelasan metodologi yang banyak 
ingin diketahui oleh publik. Contohnya seperti di telah dilaksanakan oleh 
Australian Bureau of Statistics (ABS), dan lembaga-lembaga statistik 
lainnya di luar negeri sudah berjalan seperti itu. (Wawancara pada tanggal 
7 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 
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lmplementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada 

area perubahan penataan tata laksana juga diteliti pada indikator penataan 

pengelolaan arsip. Menurut pengarnatan peneliti, penataan pengelolaan arsip di 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah terutarna terlihat pada penataan arsip pegawai 

yang sudah memanfaatkan aplikasi on line di SIMPEG On Line. Keberadaan 

aplikasi ini memudahkan setiap pegawai untuk mengunduh arsip kepegawaiannya 

di saat diperlukan, dan juga memudahkan pegawai yang bersangkutan untuk 

melakukan update data kepegawaian. 

Penataan pengelolaan arsip juga dilaksanakan di sub bag Keuangan dengan 

melakukan pengarsipan dokumen pertanggungjawaban dari dokumen SPM, SPJ, 

Pajak hingga pelaporannya yang sudah menggunakan aplikasi keuangan. Begitu 

pula penataan arsip di bidang IPDS, sudah berkembang baik dengan pemanfaatan 

teknologi informasi yang ada. Penataan pengelolaan arsip ini juga dilaksanakan di 

tempat lain, sayangnya masih banyak yang bersifat manual, dan belum ada 

standar baku dalam pengarsipan dokumen. Garnbaran pengelolaan arsip di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah setelah implementasi reformasi birokrasi ini antara 

lain sebagai mana pendapat informan no.3 yang diwawancarai : 

"Kita mllllgkin pemah kehilangan berkas. Setelah RB dengan adanya 
SIMPEG on line, arsip tersimpan rapih. Hasil pengolahan data pun sudah 
tersimpan aman di server. Sejak 2015 sudah ada connect dengan server di 
Banjarmasin untuk keperluan penyimpanan data-data pengolahan. Data­
data pekerjaan terdahulu jadi mudah diakses kembali. Dulu tidak bisa 
dilihat database. Sekarang sudah bisa, sehingga sudah bisa melakukan 
evaluasi. Sehingga peran BPS Provinsi Kalimantan Tengah semakin 
meningkat". (Wawancara pada tanggal 5 April 2016 di Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

Proses pengelolaan arsip memerlukan perhatian lebih dari seluruh pegawai. 

Proses pengarsipan tidak boleh dilalaikan, karena sangat penting ketika arsip 
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dibutuhkan untuk berbagai keperluan seperti keperluan audit, evaluasi, monitoring 

dan lain sebagainya. Hal ini juga sebagaimana pendapat informan no. 7 sebagai 

berikut: 

"lmplementasi reformasi birokrasi pada indikator penataan pengelolaan 
arsip khususnya di Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, 
progressnya masih kecil. Perlu ditingkatkan lagi. Seperti series data pada 
tahun-tahun sebelumnya. Perlu discan, dan diarsipkan secara baik. 
Kelemahan saat ini yaitu belum ada aturan baku dalam pengarsipan. 
Sehingga proses pengarsipan menjadi tergantung pada orang yang 
melaksanakan. Jika raj in, rapihlah arsipnya". (Wawancara pada tanggal 7 
April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Selain itu, proses pengarsipan masih banyak yang secara manual, sehingga 

masih belum bisa cepat diperoleh ketika suatu saat dibutuhkan. Sehingga 

diperlukan inovasi pengarsipan secara elektronik, untuk memudahkan ketika arsip 

diperlukan. Hal ini sebagai mana pendapat infonnan no.18 sebagai berikut : 

"Penataan pengelolaan arsip setelah RB memang ada peningkatan. Semua 
kegiatan diakhiri dengan laporan kegiatan. Rapat, pelatihan, semua 
terarsipkan. Tapi sistem masih manual, ini yang perlu dikembangkan secara 
elektronik, seperti bentuk mesin pencarian arsip secara elektronik." 
(Wawancara pada tanggal 19 April 2016 di Kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah). 

Proses pengelolaan arsip, khususnya arstp terkait keuangan memiliki 

ketentuan yang khusus, sehingga harus hati-hati dalam pengarsipannya. Proses 

penghapusan juga hams mernenuhi ketentuan ANRl sehingga tidak boleh 

sernbarangan dalam pernusnahannya. Hal ini sebagai mana yang terungkap dari 

wawancara dengan in forman no. 13 sebagai berikut : 

"Setelah implementasi reformasi birokrasi, perkembangan terkait proses 
pengelolaan arsip ada. Namun, tata kelola arsip harus dibentuk. Arsip 
keuangan harus ada hitam di atas putih. Pengelolaan arsip-arsip di 
subjectmeter, salah satunya dengan cara discan. Seperti yang dilaksanakan 
oleh sckrctaris pimpinan. Dalarn hal pengelolaan arsip ini, pengembalian 
surat pengantar pun ada aplikasinya. Namun itu semua perlu ditingkatkan 
lebih baik lagi. Ada aturan dalam pemusnahan arsip negara yang ditetapkan 
ANRI dan BPS harus ikut ketentuan tersebut. Adanya ketentuan yang ketat 
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ini, karena pemerintah tidak mau adanya kehilangan informasi-informasi 
penting, apalagi yang terkait kebutuhan audit'". 

Kemudian, implementasi refonnasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah pada area perubahan penataan tata laksana juga diteliti pada indikator 

otomatisasi administrasi perkantoran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

otomatisasi berarti penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara 

otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi 

pengawasan manusia. Sedangkan otomatisasi kantor adalah penggunaan alat 

elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal tcrutama 

berkaitan antara komunikasi informal dengan orang-orang di dalam dan di luar 

organisasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Sistem otomatisasi kantor 

didefenisiskan sebagai sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang 

mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusika pesan, dokumen 

dan kornunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja dan organisasi. 

Menurut pengamatan peneliti, otomatisasi perkantoran sejak implementasi 

reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah berkembang seiring 

berkembangnya indikator sebelumnya yaitu terkait pemanfaatan Tl dan e-

Government serta perkembangan pengelolaan arsip. Hal ini sebagai mana 

pendapat informan no.3 sebagai berikut : 

"Otomatisasi administrasi sudah luar biasa. Terkait administrasi seperti gaji 
berkala. tidak perlu pegawai repot mengurus, karena sudah dikerjakan 
secara profesional oleh bagian administrasi". (Wawancara pada tanggal 5 
April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Namun, proses otomatisasi ini perlu dikembangkan dengan membentuk 

link-link berupa aplikasi yang memudahkan proses otomatisasi administrasi 

perkantoran sebagaimana yang sudah berjalan seperti pada SIMPEG On line, dan 

lain-lain. Hal ini sebagai mana pendapat informan no.? sebagai berikut: 
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"Implementasi reformasi birokrasi dalam hal otomatisasi administrasi 
perkantoran belum sepenuhnya terbentuk link yang otomatis, baru sebatas 
reminder yang bersifat manual". (Wawancara pada tanggal 7 April2016 di 
Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Sedannayanti (2009 : 88-89). 

penataan ketatalaksanaan/manajemen dilaksanakan dengan memperhatikan 

beberapa unsur antara lain pengelolaan sarana dan prasarana kerja, otomatisasi 

administrasi perkantoran, pemantauan teknologi informasi (E-Gov ), dan 

pengelolaan kearsipan yang handal. 

Kemudian, implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah pada area perubahan penataan tata laksana juga diteliti pada indikator 

proses pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 

pengendalian yang berjalan di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut 

pengamatan peneliti, proses pengadaan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, 

seperti proses pengadaan barang/jasa pemerintah mengikuti prosedur yang 

diteotukan dalam Perpres 54 talmo 20 lO dan perubahannya pada Perpres 70 talmo 

2012. Proses pengadaan kegiatan rutin mengikuti rancangan utama dari BPS di 

Jakarta yang sebelumnya dirancang dengan memperhatikan berbagai usulan dari 

daerah. Untuk pengadaan kegiatan belanja modal, didahului dengan verifikasi 

dokumen TOR (Term of Referency) dan RAB (Rencana Anggaran Biayanya). 

Tidak semua TOR dan RAB diacc pusat, karena dipertimbangkan dari sisi urgensi 

maupun ketersediaan anggarannya. 

Perencanaan dituangkan dalam penetapan kinerja yang menjadi janji 

pegawai di tahun tersebut, dan anggarannya tertuang dalam RKAKL (Rencana 

Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga). Dalam proses pelaksanaannya 
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RKAKL bisa saja direvisi menyesuaikan dengan perkembangan dari evaluasi dan 

monitoring/pengendalian. Sistem ini telah berjalan !arrear, terutama sctelah 

implementasi RB di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring, evaluasi dan pengendalian, melibatkan seluruh bagian dan bidang 

yang ada di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring yang dilakukan di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah juga telah memanfaatkan Tl seperti Sistem 

Pengendalian Internal (SPI), web monitoring, dan lain sebagainya. Hal ini 

diperkuat dengan pendapat dari informan no. 3 sebagai berikut : 

"Atmosfir proses pengadaan baik. Support dari pimpinan sangat bagus, 
sehingga pelaksana bisa bekerja jujur, dan pekerjaan menghasilkan output 
yang jelas dan memuaskan".(Wawancara pada tanggal 5 April 2016, di 
kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Namun, dalam pelaksanaannya bukan berarti tidak ada kelemahan. 

Menurut pengamatan peneliti, kelemahan yang ada yaitu masih adanya kegiatan-

kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya. Hal ini antara lain terjadi ketika 

adanya perjanjian kerja sama di tahun yang bersangkutan, sebagai konsekuensi 

BPS sebagai lembaga pemerintah satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan sensus dan survei. Selain itu, ada pula perencanaan yang tidak dapat 

dilaksanakan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan seperti karena 

adanya penghematan anggaran negara, banyaknya beban kerja, dsb. Hal ini 

sebagai mana pendapat informan no.5 dan II sebagai berikut . 

"Perencanaan belum maksimal. Masih banyak kerjanya yang bersifat 
dadakan". "Sering perencanaan yang disusun melenceng dalam 
pelaksanaanya, karena penghematan anggaran, kesibukan, dan lain-lain. 
Evaluasi hanya rutinitas sebelum tenggat waktu. By process belum selalu. 
Sebenamya sudah ada sistem monitoring yang bagus sepcrti kegiatan 
Monitoring Kualitas (MK), namun sayangnya tidak semuanya ada MK''. 
(Wawancara tanggal 7 dan II April 2016 di kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hal yang masih kurang baik 

dalam implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan T engah 

yaitu adanya beberapa peketjaan yang sifatnya adhoc. Monitoring dan evaluasi 

juga belum terlalu maksimal. Namun pegawai menyadari bahwa dalam 

implementasi reformasi birokrasi perlu adanya perencanaan, hal ini sejalan 

dengan pcndapat Sedarmayanti (2009 88-89), penataan 

ketatalaksanaan/manajemen dilaksanakan dengan memperhatikan salah satunya 

Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, eva! uasi dan pengendalian. 

Penelitian implementasi refonnasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah pada area perubahan penataan tata laksana diteliti juga pada indikator 

pengelolaan sarana dan prasarana keija sesuai ketentuan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2008:1227), pengertian sarana adalah segala sesuatu yang 

dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksudnya. Sedangkan 

menurut Endang R, Sri Mulyani dan Suyyeti (2010:43), sarana kantor itu lebih 

ditujukan untuk benda-benda bergerak seperti komputer dan mesin-mesin. 

Menurut pengamatan peneliti. proses pengelolaan sarana dan prasarana 

ketja, khususnya setelah irnplernentasi reformasi birokrasi ini terlihat dari adanya 

pencatatan, dan pelaporan yang mernanfaatkan aplikasi SIMAK BMN. Pengadaan 

sarana dan prasarana melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dilanjutkan 

dengan penyerahan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang kemudian 

rncnjadikarmya sebagai dasar entry di aplikasi SIMAK BMN. Begitu pula dalam 

kegiatan perneliharaan sarana dan prasarana telah beijalan sistern yang kctat, 

rnelalui pengendalian pemeliharaan yang dipantau dari kartu kendali barang, 

seperti kartu kendali perawatan kendaraan dinas, kartu kendali pemeliharaan 

gedung, kartu kendali perneliharaan komputcr dan lain-lain, sehingga sarana dan 
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prasarana dapat berfungsi baik dalam menunJang fungsi dan tugas pokok 

pegawai. Namun, dalam pengelolaan sarana dan prasarana ini tetap perlu 

perbaikan lebih lanjut. Gambaran indikator pengelolaan sarana dan prasarana 

sesuai prosedur ini sebagai mana pcndapat in forman no. 7,11 dan 16 sbb : 

"Pengelolaan sarana dan prasarana kantor sesuai prosedur, dengan adanya 
implementasi RB ini, secara admnistrasi sudah semakin baik dan tersistem 
dengan baik. Namun secara fisik perlu ditingkatkan. Seperti perawatan 
komputer walau sudah lebih baik (adanya perawatan), namun perlu 
ditingkatkan. Karena masih adanya jenis kerusakan yang belum tertangani 
dengan baik, walau hanya sedikit yang seperti itu. Juga seperti perawatan 
kendaraan dinas, harus ada sistem yang mengelolanya, karena selama ini 
perawatan kendaraan diserahkan ke masing-masing pegawai pemegang 
kendaraan dinas, sehingga bergantung dengan kepedulian pegawru 1tu 
sendiri, Jika ada koordinator pemeliharaan, diharapkan akan Iebih 
memudahkan dalam kontrol perawatannya". 

"Dalarn pengelolaan sarana dan prasarana, saya menyoroti perlunya 
Janitor, jadi alat-alat kebersihan tidak berantakan. Sehingga sarana 
prasarana kantor akan lebih rapih dan nyaman lagi." 

"Pengelolaan sarana dan prasarana kantor sesuai prosedur, dengan adanya 
implementasi RB ini sudah bagus, dan terbukti dari pemeriksaan oleh pihak. 
inspektorat sudah semakin baik, baik itu dari sisi keuangan, penggunaan 
barang, dan pengelolaan barang." 
(Wawancara tanggal 7, 11 dan 15 April 2016 di Kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Ten gab) 

Hasil penelitian ini menunjukkan dari sisi pengelolaan baik, namun masih 

perlu penyempumaan, terutama dalam pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut 

agar selalu berdaya guna. Pengelolaan sarana sudah sesuai dengan arah reformasi 

birokrasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan sejalan dengan teori 

Sedarmayanti sebagai mana diungkap sebelunmya. 

Irnplementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada 

area perubahan penataan tata laksana khususnya pada implementasi akuntabilitas 

dan transparansi menunjukkan adanya perubahan. Berdasarkan pengamatan 

peneliti, adanya laporan akuntabilitas yang terns meningkat nilainya, 
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menunjukkan bukti peningkatan dalam implementasi akuntabilitas di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu pula adanya keterbukaan dalam hal anggaran 

serta monitoring bersarna realisasi anggaran merupakan suatu kemajuan yang 

sangat berarti dalarn proses refonnasi birokrasi di BPS. Hal ini sesuai dengan 

basil wawancara dengan infonnan no. 7 dan 13 sebagai berikut : 

"Implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah 
dalam hal implementasi akuntabilitas dan transparansi kelihatan sekali 
bedanya. Dulu POK terbatas dan rahasia. Sekarang serba transparan, 
rancangan anggaran terbuka. Masalah audit keuangan, semua dilibatkan. 
SPJ makin lengkap outputnya. Pencacahan tidak ada yang di atas meja, 
semua betul-betul ke lapangan." 

"Dari sisi akuntabilitas, tiap tahun BPS Provinsi Kalimantan Tengah 
membuat Laporan Keuangan (LK), Penetapan Kinerja (PK), Laporan 
Akuntabilitas kinerja (Lakin) yang diupload di website. Adanya LK, Lakin, 
PK yang diupload di website untuk diketahui oleh publik ini sebagai bentuk 
transparansi yang dilakukan BPS Provinsi Kalimantan Tengah dalam 
rangka implemantasi reformasi birokrasi." 
(Wawancara tanggal 7 dan 12 April 2016 di Kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah) 

Penelitian selanjutnya yaitu terkait Tmplementasi reformasi birokrasi di 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan penataan tata laksana 

khususnya pada indikator perubahan paradigma unit pelayanan dari birokratik ke 

wirausaha. Menurut pengamatan peneliti, paradigma ini telah terbentuk yang 

terlihat dari kesadaran tiap-tiap pegawai untuk memberikan pelayanan sebaik-

baiknya atas dasar kesadaran pada tugas pokoknya masing-masing, tanpa ada 

kepentingan-kepentingan lain apalagi yang bersifat material, seperti pelayanan di 

Pelayanan Statistik Terpadu yang mengedepankan kepuasan konsumcn tanpa 

pungutan biaya apapun. Pelayanan dalam hal pembayaran kegiatan, honor, dan 

lain sebagainya yang dilaksanakan secara tepat waktu tanpa pungutan apapun, 

pelayanan dalam urusan kepegawaian yang memberikan pelayanan secara 

otomatis tanpa permintaan dari pegawai, dan pungutan apapun dan lain-lain. Hal 
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ini menunjukkan bahwa budaya pelayanan sudah bertumbuh kembang di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah seiring dengan implementasi refonnasi birokrasi di 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 

Upaya peningkatan pelayanan juga selalu dilakukan dengan menyikapi 

setiap saran dan masukan dari pengguna layanan BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah yang masuk pada kotak saran yang telah disediakan. Hal ini s~jalan 

dengan hasil wawancara dengan informan no.3 dan 16 sebagai berikut : 

"PST salah satu quickwin BPS dalarn pelayanan data yang berhubungan 
dengan pihak luar. Goal nya adalah memberikan pelayanan kebutuhan data. 
Ketika konsumen tidak puas, maka dilakukan evaluasi dan harus ada 
perubahan. Di PST ada sistcm yang memudahkan pengunjung untuk 
menyampaikan keluhan dan masukannya melalui media touch screen. 
Masukan konsumen pasti diakomodir. Perubahan yang diperlukan langsung 
dilaksanakan, sehingga jika ada konsumen yang datang kembali sudah bisa 
merasakan perubahan yang dilakukan sesuai masukan". 

"Pelayanan publik yang berhubungan langsung adalah PST, dan di luar itu 
pclayanan itu sebagai bagian dari pelayanan itu. Sepert disadari support 
data. Kalau dulu dirasakan hanya sebagai kewajiban. Sekarang disadari 
sebagai kewajiban kebutuhan bersama". 
(Wawancara tanggal 7 April 2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan 
Tengah). 

Namun demikian, JIWa pelayanan harus terus ditingkatkan, dan perlu 

dipupuk terus antara lain melalui kegiatan-kegiatan yang dapat 

menumbuhkembangkan jiwa pelayanan. Hal ini sebagaimana diungkap oleh 

informan no. 7 sebagai berikut : 

"Jiwa melayani harus ditingkatkan yaitu dengan memberi kesadaran secara 
menyeluruh pada SDM yang adauntuk memiliki jiwa melayani. Ada 
baiknya membuat hari pelayanan untuk mendidik jiwa melayani yang lebih 
Jagi, jadi tidak hanya di PST saja yang melayani". (Wawancara tanggal 7 
April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Jika diamati, hasil penelitian menunjukkan implementasi RB telah merubah 

budaya birokrasi menjadi yang melayani. I Ial ini sejalan dengan teori menurut 

Agus Dwiyanto (2015:289): 
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"Reformasi birokrasi hanya akan berhasil kalau marnpu merubah budaya 
birokrasi. Mindset sebagai penguasa dan orientasi kekuasaan harus digusur 
dan diganti dengan pola pikir scbagai pelayanan dan orientasi pada 
pelayanan. Selama ini pola pikir sebagai penguasa dan orientasi pada 
kekuasaan diwarisi dari birokrasi kerajaan dan kolonial. Dalarn zaman 
kerajaan birokrat adalah abdi dalem dan bukan abdi kawula (rakyat). 
Birokrasi tidak dibentuk untuk mengurus kepentingan rakyat tetapi untuk 
mengurus kepentingan raja dan kerajaan. Pola pikir seperti ini dipelihara 
dan diperkuat pada zaman kolonial. Birokrasi adalah instrumen untuk 
mempertahankan kekuasaan kolonial, bukan untuk mensejahterakan 
rakyatnya". 

2. Hasil Penelitian pada fokus Area Pcnataan Sistem Manajemen 
Somber Daya Manusia Aparatur 

Usulan reformasi birokrasi BPS tahun 2011 khususnya pada area 

perubahan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur dengan 

output yang ingin dicapai yaitu : 

a. Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel; 

b. Peningkatan Persentase pegawai yang kornpeten dan sesuai dengan 

jabatannya 

c. Tersusunnya petajabatan dan uraianjabatan yang mencakup: rincian tugas, 

hubungan kerja, tanggung jawab; jabatan, lingkungan kerja, persyaratan 

kerja dan kornpctisi; 

d. Persentase pejabat yang telah menandatangani dan melaksanakan pakta 

integritas; 

e. Tersedia SIMPEG yang up to date, yaitu sistem informasi manaJemen 

kepegawaian berbasis TIK; 

f. Persentase lulusan ST!S yang kompeten; 

g. Penambahan lulusan S2 dan S3. 

Terkait dengan indikator penelitian pada fokus penelitian di area perubahan 

rnanajemen sumber daya manusia aparatur, yaitu pada indikator penempatan 
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SDM yang tepat pada bagiannya, menurut pengamatan peneliti telah diatur 

sedemikian rupa agar SDM yang ada sesuai dengan kompetesi teknisnya. Sebagai 

gambaran yaitu lulusan S2 dari jurusan statistik ditempatkan pada bidang teknis 

yang banyak bergelut di bidang statistik, begitu pula untuk jurusan hukum 

misalnya, telah ditempatkan pada bagian humas dan hukum di BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah, walaupun karena terbatasnya SDM dan kesesuaian 

pendidikan, masih ada yang bel urn sesuai dengan jurusan pendidikannya, seperti 

di Subbag Keuangan yang berlatar belakang statistik yang sebenamya lebih tepat 

oleh pegawai berlatar belakang akuntansi. Adanya perubahan yang telah tetjadi 

pada indikator ini tcrungkap dari wawancara dengan informan no.l, 2 dan 3 

sebagai berikut : 

"'Penempatan SDM pada bagiannya umumnya sudah tepat, BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah memperhatikan kompetensi pegawai dalam 
penempatan." (Wawancara tanggal I April 2016 di kantor BPS Kabupaten 
Barito Utara). 

"Penempatan SDM yang tepat pada bagiannya sudah meningkat lebih 
bagus, namun perlu pemetaan pegawai, dibangun database manajemen 
SDM sehingga dapat terlihat dengan mudah berapa orang yang memenuhi 
syarat untuk dipromosikan". (Wawancara tanggal 4 April 2016 di kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"lmformasi ini terlihat dari notulensi rapat pimpinan, pertirnbangan­
pertimbangan kinerja, penernpatan sesuai kemampuan seseorang sudah 
diperhatikan betul dalam manajemen SDM di BPS Provinsi Kalimantan 
Tengah." (Wawancara tanggal 5 April 2016 di kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah) 

Penempatan SDM di BPS Provinsi Kalimantan Tengah semakin 

mempcrhatikan antara jurusan dengan bagian/bidangnya. Hal ini terungkap dari 

pendapat informan no. 7 sbb : 

"Kalau sekarang sudah memperhatikan betul jurusan pendidikannya, sesuai 
dengan kebutuhannya". (Wawancara pada tanggal 7 April 2016 di Kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 
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Selain itu, terungkap bahwa di dalam penempatan SDM ini selalu diadakan 

evaluasi secara berkala khususnya pada SDM di struktural. Hal ini sebagairnana 

penjelasan informan no. 16 sebagai berikut: 

"Setelah irnplementasi RB, penempatan SDM yang tepat pada bagiannya, 
secara umurn iya, terbukti tiap beberapa bulan dilakukan peninjauan posisi 
pada pejabat struktural. (Wawancara pad a tanggal 15 April 2016 di Kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Namun demikian terungkap adanya kendala dalam penempatan SDM ini, 

yaitu karena BPS merupakan instansi vertikaL sehingga penambahan SDM 

merupakan given dari pusat. Sementara BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

merasakan kebutuhan SDM yang tidak saja hanya terbatas pada tenaga statistisi, 

namun juga tenaga administrasi, dan lain-lain yang berlatar belakang pendidikan 

seperti akuntansi, psikologi, dll. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 

informan no.13 sbb : 

"SDM kita Given. Harusnya diadakan sesuai kebutuhan. Seperti di 
adrninistrasi perlu tenaga akuntansi, psikologi, dsb. Tidak hanya tenaga 
statistisi saja". (Wawancara pada tanggal 12 April 2016 di Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

Selanjutnya, penelitian pada indikator perkembangan dalam penerapan 

sistem merit sebagai konsekuensi implementasi reformasi birokrasi. Penerapan 

sistem merit (merit system) yaitu adanya kesesuaian antara kecakapan yang 

dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya, rneliputi 

tingkat pendidikan tbrmal, tingkat pendidikan non formal/diklatpim, pendidikan 

dan latihan teknis, tingkat pengalaman kerja, dan tingkat penguasaan tugas dan 

pekerjaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem merit 

(merit system) dalam kebijakan promosi jabatan di daerah meliputi regulasi, 

kontrol ekstemal dan komitmen pelaku. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan, beberapa informan berpendapat bahwa implementasi reformasi 
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birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area perubahan 

manajemen sumber daya man usia aparatur, pada indikator penerapan sistem merit 

dalarn manajemen sumber daya manusia mengalami perubahan yang signifikan. 

Hal ini antara lain terungkap dari penjelasan informan no.13 sbb : 

"Penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah jelas dilakukan, sekarang sudah diterapkan 
open bidding, tentu melihat kecakapan. Tidak hanya adrninistrasi saja. Skill 
sangat perlu. Contohnya ketika open bidding jabatan pengawas yang baru­
baru ini dilaksanakan, walau secara administrasi sudah rnemenuhi. namun 
karena skill tidak mernadai, tidak ada yang lolos pada ujian". (Wawancara 
pada tanggal12 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Hal ini diperkuat lagi dengan pemyataan infonnan no. 16 sbb : 

"Dalarn rnanajernen SDM di BPS Provinsi Kalteng sudah mernperhatikan 
kecakapan seseorang, kemarnpuan manajemennya, rnaupun basis 
pendidikannya. Dalam alokasi diperhatikan pemerataan komposisi 
kemampuan pegawai". (Wawancara pada tanggal 15 April 2016 di Kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Berdasarkan Perka BPS No. 13 tahun 2015 di BPS diterapkan Seleksi 

terbuka (bidding) jabatan administrator dan pengawas. Hal ini juga diberlakukan 

di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini mcrupakan bagian dari 9 program 

percepatan reformasi birokrasi yang salah satunya yaitu penerapan sistem sclcksi 

CPNS dan promosi PNS secara terbuka. Hal ini memberikan konsekuensi 

promosi secara terbuka tidak saja di lingkup BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 

tapi BPS di scluruh Indonesia. Kebijakan ini merupakan upaya BPS untuk 

mendapatkan SDM yang betul-betul profesional, berintegritas dan amanah di 

dalarn mengemban jabatan yang diberikan. 

Hasil pcnelitian menunjukkan bahwa setelah reformasi birokrasi temyata 

masalah SDM ini begitu dipentingkan, narnun masih pcrlu penyempumaan 

terutama dalam hal kejelasan jcnjang karir SDM. Hal ini sejalan dengan teori 

lvancevich (1992) dalarn Yun lswanto (2012:2.21), secara formal terdapat 
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beberapa alasan utama yang ingin dicapai di dalam perencanaan sumbcr daya 

man usia yang lebih efektif dan efisien : 

a. Lebih memuaskan dan lebih baik dalam mengembangkan karyawan; 

dan; 

b. Lebih efektif dalam perencanaan peluang kerja yang sama (equal) 

Kemudian, penelitian pada implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area perubahan manajemen sumber 

daya manusia aparatur, pada indikator sistem diklat yang efektif antara lain 

ditunjukkan dengan adanya Diklat Pim yang mengharuskan peserta diktat untuk 

membuat proyek perubahan yang merupakan salah satu kegiatan yang 

dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pcserta memikirkan dan 

mengadakan perubahan nyata di unit kerja masing-masing. Terdapat dua hal 

penting yang harus diperhatikan dalam membuat proyek perubahan yaitu, 

menentukan kinerja organisasi yang akan ditingkatkan, dan upaya yang akan 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut. Upaya-upaya tersebut 

dituangkan ke dalam jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan peserta di unit kerja 

masing-masing selama breakthrough II. Hal ini merupakan suatu terobosan baru. 

Inovasi yang telah dibuat menunjukkan kemanfaatan yang besar bagi BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti proyek perubahan bank fenomena, dan lain-

lain hasil karya peserta diktat dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 

Penerapan diklat yang efektif ini temyata tidak saja pada diklat Pim yang 

telah diikuti oleh pejabat eselon yang ada, tapi juga pada kegiatan diktat lainnya, 

seperti diklat android, diklat infographis, dll, yang terbukti berhasil meningkatkan 

kualitas kincr.:ia pegawai dan otomatis kinerja organisasi juga lebih meningkat 

lagi. Perubahan ini diperkuat dengan penjelasan infonnan no.3 sbb: 
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"'Di era reformasi birokrasi ini, yang paling terlihat efektivitasnya yaitu dari 
diklat prajabatan. Dulu hanya Kertas Keija Perorangan (KKP) sekarang 
menjadi kertas kerja proyek perubahan, dan terpakai sebagai upaya reform 
yang inovatif" (Wawancara pada tanggal 5 April 2016 di Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

Sejalan dengan itu, informan no. 7 juga mengungkapkan hal terkait 

efektifitas sistem diklat yang dijalankan sebagai berikut : 

"Untuk hasilnya bagus, lebih menjawab kebutuhan sehingga semakin 
efckti£ Kualitasnya juga lebih bagus". (Wawancara pada tanggal 7 April 
2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 
Untuk efektifitas sistem diklat, diharapkan tidak hanya diklat yang 

dilaksanakan di pusat, namun diberikan kesempatan di daerah untuk melakukan 

pengembangan diri melalui diktat seperti kegiatan Capacity Building, yang 

materinya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, sehingga dibutuhkan 

anggaran khusus untuk kegiatan tcrsebut. Hal ini sebagai mana terungkap dalam 

hasil wawancara dengan informan no. 13 sebagai berikut : 

"Perwujudan efektifitas diklat di internal provinsi Jcbih kepada capacity 
building. Hasilnya sudah nyata meningkatkan kineija. Untuk. itu, perlu 
anggaran dari pusat ke daerah utk pembinaan ke pegawai di BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah." (Wawancara pada tanggal 12 April 2016 di Kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Selanjutnya, terkait implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah khususnya di area perubahan manajemen sumber daya 

manusia aparatur, pada indikator standar dan peningkatan kinerja terlihat dari 

adanya penetapan kinerja tahunan sebagai tindak lanjut dari rencana strategis 

yang telah ditetapkan. Penetapan kineija ini diupload di website BPS sebagai janji 

BPS ke masyarakat, yang akan dievaluasi lebih lanjut. Penetapan kinetja ini 

ditindaklanjuti dengan penerapan rencana target kinerja yang dituangkan dalam 

dokumen CKPT (Capaian Kinerja Pegawai~Target). Setiap awal bulan berikutnya, 

CKPT dievaluasi dan dituangkan dalam dokumen CKPR (Capaian Kinerja 
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Pegawai·Real). Kesemuanya ini barn diterapkan sejak implementasi reformasi 

birokrasi. Evaluasi CKPR berpengaruh besar terhadap besaran remunerasi yang 

diterima oleh pegawai, sehingga wnumnya PNS di BPS berusaha agar CKPT 

dapat terpenuhi dengan baik agar tidak menimbulkan pemotongan nilai 

remunerasi yang tidak diharapkan. Perubahan positif yang signifikan pada 

indikator ini sejalan dengan hasil wawancara dengan informan no. 7 : 

"Dulu sebelum reformasi birokrasi tidak ada CKP, sekarang sudah ada, 
sehingga peningkatan kinerja lebih terukur. Apalagi dengan rencana 
aplikasi CKP yang sedang dibuat oleh Bidang IPDS akan semakin terukur 
dengan tertib. Namun, perlu diperbaiki ukuran kualitas kinerjanya". 
(Wawancara pada tanggal 7 Apri12016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan 
Tengah). 

Hal ini sejalan denganjawaban informan no.13 sbb: 

"Standar ditetapkan untuk dicapai. Dibanding sebelum RB. Sekarang 
pegawai berkreasi utnuk meningkatkan kinerja baik dari sisi kuantitas dan 
kualitas." (Wawancara pada tanggal 12 April 2016 di Kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah). 

Sedangkan dari informan no. 16 mengungkapkan adanya reformasi 

birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah terwujud standar dan peningkatan 

kinerja yang terukut dari CKPR yang berpengaruh juga terhadap semangat kerja 

pegawai sebagaimana di bawah ini : 

"Ukurannya CKPR, ini merupakan bagian terbagus dari adanya RB. Dan 
ini berkaitan pula dengan besaran tunjang kinerja yang diterima. Sehingga 
pegawai termotivasi". (Wawancara pada tanggal 15 April 2016 di Kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Selanjutnya, terkait dengan implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area perubahan manajemen sumber 

daya manusia aparatur, pada indikator pola karier yang jelas dan terencana. 

berdasarkan pengamatan peneliti belum sepenuhnya sesuai harapan. Walaupun 

sistem infonnasi manajemen SDM sudah terbentuk, namun untuk pola karir tidak 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 86 

43632.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

jelas. Sehingga untuk peningkatan pola karir yang dapat dilakukan oleh pegawai 

adalah dengan mengikuti seleksi terbuka yang telah diterapkan sejak tahun 2015 

lalu. Tidak ada jaminan bagi pegawai senior meningkat karimya. Pola karir di 

BPS yang dirasakan tidak jelas ini antara lain terungkap dari hasil wawancara 

dengan informan no. 7 : 

"Mapping karier belum ada. Namun dibanding sebelum RB sudah lebih 
baik, misalnya kebijakan 3 rumpun jabatan. Namun, mapping sampai 
seperti itu belumjalan. Lebih pada analisis kasus misalnya ada pensiun lalu 
dibahas tindak lanjutnya. Mapping itu harusnya terekspose dengan jelas. 
Sehingga pola karir perlu ditata kembali. (Wawancara pada tanggal 7 April 
2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Hal ini diperkuat dengan pendapat informan no.l3 sbb : 

"Perencanaan pola karir masih blur, belum signifikan. Penataan SDM 
merupakan tantangan. Mapping pegawai belum kuat. Orang mutasi ke 
mana, berapa lama, berapa tahun, belumjelas." 

Berlawanan dengan pendapat di atas, terdapat pendapat bahwa pola karir 

semakin jelas, terutama dengan adanya open bidding dalam rangka promosi 

pegawai ke jabatan yang lebih tinggi. Hal ini sebagai mana yang terungkap dalam 

wawancara dengan informan no. 2, sbb : 

"Setelah implementasi reformasi birokrasi, pola karir semakin jelas dan 
terencana, terutama dengan sistem bidding setiap orang punya kesempatan 
yang sama". (Wawancara pada langgal 4 April 2016 di Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

Hal ini juga diperkuat dari informan no.5 yang berpendapat sbb : 

"Setelah implementasi reformasi birokrasi, pola karir semakin jelas dan 
terencana. Adanya analisis data kepegawaian, dan Standar Kompetensi 
Jabatan mendukung perencanaan pola karier". (Wawancara pada tanggal 7 
April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Kemudian terkait dengan penelitian implementasi reformasi birokrasi di 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area perubahan manajcmen 

sumber daya manusia aparatur, pada indikator Standar Kompetensi Jabatan, 
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peneliti mengamati bahwa telah terumuskan standar kompctensi jabatan yang 

disusun secara bersama-sama antara pejabat eselon terkait dengan bimbingan dari 

BPS Rl pada tahun 2015 \alu. Hal ini memang bag ian dari agenda refonnasi 

birokrasi dengan output yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan Pcrsentase 

pegawai yang kompeten dan sesuai dengan jabatannya. Namun sejak 

pcrumusannya, belum ada tindak \anjut yang berarti dalam penerapannya di 

manajemen SDM di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga sejalan 

dengan pendapat infonnan no.S sebagai berikut : 

"Sctclah reformasi birokrasi memang standar kompetensi jabatan sudah 
ada, tapi belum terimplementasi. Dari pusat belum menyarnpaikan kembali 
hasil rumusan final standar kompetensi jabatan." (Wawancara pada tanggal 
7 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Kondisi ini diperkuat dengan pemyataan infonnan no. 7 sebagai berikut : 

''Standar kompetensi jabatan sudah disusun, namun implementasinnya 
belum. Perlu segera ditindaklanjuti". (Wawancara pada tanggal 7 April 
2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Sedangkan pendapat dari informan no.13 sebagai berikut : 

"Standar kompetensijabatan belum berjalan. Standar kompetensi seseorang 
menduduki jabatan, belum ada. Harusnya sudah ada, misalnya untuk 
menjadi kasubag keuangan kompetensinya seperti apa. Sekarang ini masih 
lebih persepsi penilai. Kalau perlu harusnya transparan, standar kompetensi 
jabatannya transparan sehingga yang lulus diyakinkan yang terbaik. 
Kalaupun ada, itu tidak tertulis". (Wawancara pada tanggal 12 April 2016 
di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Selanjutnya, terkait dengan implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area perubahan manajemen sumber 

daya manusia aparatur, pada indikator penerapan klasifikasi jabatan yang 

diterapkan di BPS Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 3 jenis jabatan di BPS 

yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. 

Klasifikasi jabatan fungsional tertentu yaitu jabatan fungional statistisi diterapkan 
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berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi 

Birokrasi Republik Indonesia nomor 19 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional 

Statistisi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 697). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, klasifikasi 

jabatan dirasakan belum ideal, antara lain sebagai mana disampaikan informan 

no.7, 13 dan 16 sbb: 

"Klasifikasi jabatan belum ideal. Seharusnya dilihat kompetensi jabatan 
dan beban kerja, dan kapasitas pegawai, yang diikuti dengan besaran 
tunjangan kinerja yang diperoleh. Dari gradenya juga masih belum ideal 
dengan beban ke~a". (Wawancara pacta tanggal 7 April 2016 di Kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Klasifikasi jabatan di Permenpan sudah ada dan tinggal dijalankan. Dan 
hal ini berlaku di setiap instansi. Walaupun klasifikasi jabatan statistisi itu 
usulan dari BPS". (Wawancara pada tanggal 12 April 2016 di Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Klasifikasi jabatan jelas. Tapi dalam penerapan ada kesulitan. Khususnya 
di fungsional. Seperti fungsional statistisi yang bersifat terbatas. Banyaknya 
fungsional di TU, dan gradenya rendah. Tidak semua fungsional sesuai 
keabliannya". (Wawancara pada tanggal 12 April 2016 di Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

Scdangkan penelitian pada irnplementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area perubahan manajemen sumber 

daya manusia aparatur, pada indikator tugas, fungsi dan beban pegawai yang 

proporsional di BPS Provinsi Kalimantan T engah, diketahui berda'iarkan data 

bulan Maret tahun 2016 terdapat 56 orang pegawai. Dari kondisi itu, terdapat 1 

Kasubbag yang masih belum terisi yaitu Kasubbag Urusan Dalam. Menurut hasil 

wawancara, beban ke~ja setelah reformasi birokrasi semakin meningkat, hal ini 

disadari karena kepercayaan terhadap BPS sernakin meningkat, sehingga semakin 

banyak kebutuhan data yang harus dipenuhi oleh BPS. Berikut adalah wawancara 

terhadap beberapa informan yaitu pada infonnan no.3, 5, 13 dan 18 sbb : 
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"Scmenjak RB sudah semakin terasa beratnya. Ada di bagian lain yang 
sudah mulai jenuh. dan dikhawatirkan dengan tingkat jenuh yang tinggi 
mempengaruhi kualitas kerja." (Wawancara pada tanggal 5 April 2016 di 
Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Tugas fungsi dan beban proporsional belum sepenuhnya baik. Hal ini 
karena keterbatasan SDM, dan kemampuan pegawai. Perlu peningkatan 
kualitas SDM agar beban bisa terdistribusi dengan proporsional". 
(Wawancara pada tanggal 7 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan 
Tengah). 

"Kejelasan tugas iya. Proporsinya yang hams dievaluasi lagi. Skill sangat 
menentukan, sehingga menumpuk beban ke yang punya skill. Untuk 
pengimbangannya bisa pakai bintek. Namun bisa saja SDMnya hanya 
seperti itu walau diberikan bintek. Untuk itu perlu adanya equal pay, equal 
work. Jadi harus signifikan perbedaannya antara yang berkinerja dan tidak 
agar menjadi pemicu pegawai untuk lebih berkinerja". (Wawancara pada 
tanggall2 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Terkait beban kerja yang proporsional, kesulitarmya dari jurusan yang 
dibutuhkan belum dapat terpenuhi, sehingga ada penumpukan beban kerja 
dan bisa juga ada back up pekerjaan dari yang bukan dalam bagiannya. 
T api dengan adanya wacana data base tunggal, ini san gat bagus dalam 
mengurangi beban kerja sehingga bisa Jebih efisien efektif. Ketimpangan 
kemampuan juga membuat beban yang tidak proporsional. (Wawancara 
pada tanggal 19 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Namun demikian, terdapat pendapat yang sedikit berbeda antara lain dari 

informan no. 7 sbb : 

"Sekarang pekerjaan sudah semakin terdistribusi. Masih ada yang 
mengeluh terlalu banyak pekerjaan, padahal sudah cukup merata beban 
kerjanya. Sehingga tergantung bagaimana memanage pekerjaan tersebut." 
(Wawancara pada tanggal 7 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan 
Tengah). 

Sedangkan dari informan no.16 menekankan masalah kecukupan SDM 

sebagai mana berikut : 

"Sebetulnya terkait beban kerja, sangat berhubungan dengan jumlah SDM. 
Jika SDM sudah terpenuhi, otomatis semakin proporsionallah beban kerja 
tersebut.(Wawancara pada tanggal 15 April 2016 di Kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah). 
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"Sebetulnya terkait beban kerja, sangat berhubungan dengan jumlah SDM. 
Jika SDM sudah terpenuhi, otomatis semakin proporsional lah beban kerja 
tersebut.(Wawancara pada tanggal 15 Apri l 2016 di Kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah). 

Selanjutnya terkait implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah pada indikator rekrutmen pegawat sesuai prosedur, 

berdasarkan pengamatan peneliti, sistem rekrutmen pegawai meliputi rekrutmen 

melalui jalur sekolah kedinasan, dan jalur umum Adapun dari jalur kedinasan ini 

dimulai dari adanya sosialisasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik STIS ke 

sekolah-sekolah di Kalimantan Tengah, pemasangan spanduk penerimaan 

mahasiswa STJS, pengumuman di website STIS yang dapat dengan mudah 

diakses di manapun, maupun pelaksanaan try out untuk membantu calon 

mahasiswa memahami proses seleksi dengan baik 

Gambar. 4.3 . Suasana try out ujian masuk STIS yang dilaksanakan di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal l3 Maret 2016 

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2016) 
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diterima sesuai harapan. Hal ini ditunjang pula dengan pemanfaatan Computerise 

Assesment Test (CAT) yang langsung dipantau pihak Badan Kepegawaian 

Nasional (BKN), sehingga begitu selesai ujian, seluruh peserta dapat melihat 

langsung hasil ujiannya. Pendapat beberapa informan terkait implementasi 

refonnasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area 

perubahan manajemen sumber daya manusia aparatur, pada indikator rekruitmen 

pegawai yang sesuai prosedur di BPS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai mana 

disampaikan inforrnan no.3 dan 7 sbb : 

"Implementasi RB meningkatkan kemajuan dalam proses rekruitmen 
pegawai. Hal ini terlihat dari rekrutmen KSK yang terakhir sangat terbuka, 
dengan sistem Computerise Assesment Test (CAT)". (Wawancara pada 
tanggal4 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Setelah implementasi refonnasi birokrasi lebih terbuka, diumumkan 
secara luas dan jauh hari . Sudah menggunakan Computerise Assesment 
Test (CAT) sehingga langsung terlihat nilainya. Sehingga kompetensinya 
juga lebih bagus. Juga rekruitmen di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) 
sudah sangat terbuka seiring dengan perkembangan teknologi." 
(Wawancara pada tanggal 7 April 2016 di Kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah). 

Imforman no. l 0 menekankan bahwa pro res rekuitmen pegawai yang 

sesuai sesuai prosedur sudah berjalan sejak dulu di BPS sebagaimana jawaban 

wawancara sbb : 

"Dari dulu proses rekrutmen pegawai yang sesuai prosedur sudah berjalan 
dengan baik. Sekarang dengan implementasi Computerise Assesment Test 
(CAT) makin baik. (Wawancara pada tanggal 11 April 2016 di Kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Selanjutnya, terkait peneli tian pada indikator remunerasi yang memadai , 

sejak usulan reformasi birokrasi BPS masuk ke Kemenpan pada tahun 20 11 , salah 

satu perubahan yang diharapkan adalah adanya peningkatan kesejahteraan 

pegawai BPS melalui mekanisme remunerasi. llal ini penting, karena disadari 
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betul bahwa akar permasalahan munculnya keinginan melakukan KKN antara lain 

karena rendahnya kesejahteraan pegawai. 

Berdasarkan Perpres No. I I 0 tahun 2012, BPS menjadi salah satu instansi 

pemerintah yang menerima remunerasi. Remunerasi ini masih berkisar 47% dan 

merupakan remunerasi pertama yang benar-benar membuat perubahan yang luar 

biasa pada kesejahteraan pegawai di BPS. Konsekuensi pemberian remunerasi ini 

menjadikan pegawai BPS harus mampu menegakkan kedisiplinan dan berkinerja 

sesuai dengan target yang ditentukan. 

Euforia reformasi birokrasi di BPS begitu kuat, tidak ketinggalan di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan semangat reformasi yang tinggi, BPS 

mcraih berbagai prestasi , termasuk di BPS Provinsi Kalimantan Tengah yang 

antara lain meraih penghargaan pengelola keuangan terbaik di lingkup KPPN 

Palangka Raya di tahun anggaran 2014. Penghargaan derni penghargaan yang 

diperoleh oleh BPS rnenjadikan upaya BPS untuk rnengajukan peningkatan 

remunerasi membuahkan hasil. Berdasarkan Perpres No. 122 tahun 2015, tanggal 

24 Oktober 2015 BPS rnenjadi salah satu instansi pemerintah yang mengalami 

kenaikan remunerasi rnenjadi 70%. Hal ini menjadikan remunerasi di BPS sudah 

memadai dibanding sebelum diimplementasikannya reformasi birokrasi . 

Sejalan dengan itu, beberapa informan berpendapat bahwa implementasi 

reforrnasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area 

pcrubahan manajemen sumber daya manusia aparatur, pada indikator remunerasi 

yang memadai di BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah terwujud dengan baik, 

walaupun masih ada kelemahannya yang antara lain sebagai mana disampaikan 

informan no. l , 7, dan 10 sbb : 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 93 

43632.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

"Semenjak implementasi RB, remunerasi pegawai sudah meningkat, tapi 
masih perlu peningkatan, terutama di level bawah". (Wawancara pada 
tanggall April2016 di Kantor BPS Kabupaten Barito Utara). 

"Remunerasi pegawai yang diterapkan setelah implementasi RB sudah 
jauh Jebih memadai dibanding tahun-tahun sebelumnya, waJaupun jika 
dibandingkan dengan instansi lain ada yang lebih memadai dari BPS". 
(Wawancara pada tanggal 7 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan 
Tengah). 
"Remunerasi di BPS sudah memadai, tapi masih belum adil. Misalnya di 
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)". (Wawancara pada tanggal 11 
April 2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Secara umum, informan berasal dari BPS yang diwawancarai , mengatakan 

remunerasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah sudah memadai, bahkan sangat 

jauh dibanding kondisi ketika belum diterapkannya refonnasi birokrasi di BPS. 

Kemudian, terkait sistem infonnasi manajemen di BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah ditandai dengan perubahan berupa pemanfaatan aplikasi 

SIMPEG On Line yang memudahkan dalam manajemen SDM di BPS. Karena 

aplikasi ini masih baru diterapkan, masih banyak kekurangan antara lain data 

yang masih banyak yang perlu diupdate. Namun, keberadaan SIMPEG On Line 

ini sudah merupakan langkah maju dari sistem sebelumnya yang masih bersifat 

manual. 

Beberapa informan berpendapat bahwa implementasi reformasi birokrasi di 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area perubahan manajemen 

sumber daya manusia aparatur, pada indikator perbaikan sistem informasi 

manajemen di BPS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai mana disampaikan 

informan no. 7, I 0, dan 5 sbb : 

"Setelah implementasi reforrnasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan 
Tengah, sistem informasi pegawai lebih mudah diakses dengan adanya 
Sistem Infonnasi Pegawai (SIMPEG) on line, Pendataan Ulang Pegawai 
Negeri Sipil (PUPNS), Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sudah lebih 
update, di community BPS juga sudah lebih update". (Wawancara pada 
tanggaJ 7 April 2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 
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.:>aJa uc1wu tt:ugKap . ~ wawancara pada tanggal II A:pnl 2016 di Kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Tengab). 

"Simpeg 2011 , sebagai awaJ perbaikan sistem informasi kepegawaian di 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah". (Wawancara pada tanggal 7 April2016 
di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Sementara itu informan lainnya juga berpendapat yang sama yaitu sistem 

informasi kepegawaian di BPS Provinsi Kalimantan Tengah sudah jauh lebih baik 

sejak implementasi RB di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 

Salah satu perubahan yang paling terlihat sejak implementasi reformasi 

birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah ini yaitu meningkatnya kedisiplinan 

pegawai di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan teknologi 

finger print , pegawai datang tepat waktu dan tidak pulang sebelum jam pulang. 

Tidak dipungkiri bahwa hal ini juga terkait dengan take home pay pegawai jika 

tidak disiplin, sehingga otomatis hal ini mernicu kedisplinan pegawai. Hal ini juga 

sesuai dengan pendapat beberapa informan yang mengatakan babwa implementasi 

reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area 

perubahan manajemen sumber daya manusia aparatur, pada indikator perbaikan 

sistem pengawasan dan disiplin pegawai di BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

sudab lebih baik, sebagai mana disampaikan informan no.3 dan 7. sbb : 

"Setelah implementasi reformasi birokrasi, masalah pcningkatan 
kedisiplinan jauh lebih baik. Absen dengan sidik jari jadi teratur, dan 
sanksinya tegas." (Wawancara pada tanggal 5 April 2016 di Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Dengan adanya absen handkey, kedisplinan pegawai sudah jauh lebih 
baik. Sanksi kedisiplinan tegas sesuai PP 10." (Wawancara pada tanggal 7 
April 2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 
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"Sistem informasi manajemen di BPS Provinsi Kalimantan Tengah bagus, 
setelah RB ada Simpeg, schingga mudah, dan terarsip dengan baik. Hanya 
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3. Hasil Penelitian pada fokus Area Perubahan Peningkatan 

Akuntabilitas Kinerja 

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban 

menyampaikan laporan akuntabi litas kinerja setiap tahunnya yang merupakan 

tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan 

mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. 

Pelaporan akuntabilitas kineija Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 

sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan ini 

diungkap Jangkah-langkah perbaikan kinerja, capaian indikator kinerja BPS tahun 

bersangk.utan, analisis pencapaian kinerja, evaluasi kinerja dan akuntabilitas 

keuangannya. 

Penyusunan laporan akuntabi li tas kinerja setelah implementasi reformasi 

birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah inj juga mengalami kemajuan yang 

antara lain adanya upaya peningkatan kualitas laporan sehingga memenuhi standar 

yang ditetapkan. Perungkatan kualitas ini terwujud pula dengan adanya 

peningkatan dalam perulaian dari pihak Inspektorat BPS sejak 3 tahun terakhir, 

bahkan capaian penilaian di tahun 2015 telah berhasil melebihi target yang 

ditetapkan. 
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Gambar 4.4 Perkembangan Penilaian SAKIP BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah Oleh lnspektorat BPS Tahun 2013-2015 
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Sumber : Subbag Binagram BPS Provinsi Kalimantan Tengah 
Pada laporan kinetja ini dilakukan evaluasi kinerja baik kinetja real dengan 

kinerja yang direncanakan, juga evaluasi antara kinerja real tahun yang 

bersangkutan dengan kinetja real tahun sebelumnya, walaupun belum sampai 

melakukan analisis efisiensi dan efektifitas kegiatan. Inilah bagian dari upaya BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik lagi 

khususnya pada area perubahan peningkatan akuntabilitas kinetja. Hal ini juga 

sejalan dengan kegiatan dan output yang ingin dicapai pada area perubahan 

peningkataan akuntabilitas kinerja yang tertuang pada buku 1 reforrnasi birokrasi 

BPS yang antara lain : 

a Kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja BPS dengan output yang ingin 

dicapai adalah Persentase Satker dan Eselon II yang menerapkan SAKIP 

(Renstra, Penilaian Kinerja, Kontrak Kinerja, Pengendalian, Pelaporan 

Kinerja, LAKIP). 
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Sejalan dengan itu, ditinjau dari area perubahan peningkatan akuntabilitas 

kinerja, berdasarkan hasil deep interview yang dilakukan terhadap beberapa 

inforrnan terkait pendapatnya tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area peningkatan akuntabilitas kinerja, 

pada indikator adanya evaluasi kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan di 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah antara lain sebagai mana disampaikan informan 

no.6, 3 dan 8 sbb : 

"Dengan implementasi reformasi birokrasi ini, ada dilakukan evaluasi 
kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan di BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah, dan meningkat kualitasnya, terbukti nilai LAKIN 
makin naik dari tahun ke tahun". (Wawancara pada tanggal 7 Apri l 2016 di 
Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Sejak implementasi RB, Capaian Kinerja Pegawai Real (CKPR) di 
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) dimudahkan 
dengan aplikasi, dan hasilnya menjadi bahan evaluasi, berapa kinerja real 
dibandingkan rencana kinerja". (Wawancara pada tanggal 5 April 2016 di 
Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Sejak reformasi birokrasi, setiap pegawai diminta membuat laporan 
pekerjaan. Dari situ terlibat berapa target dan realisasi". (Wawancara pada 
tanggal 8 Apri l 2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Namun terdapat juga pendapat yang sedikit berbeda dari informan no. 10, 

sebagai berikut: 

"Kebanyakan kinerja nyata tidak sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP). Banyak pekerjaan yang di luar rencana". (Wawancara pada tanggal 
11 Apri12016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Selain itu, umurnnya informan menjawab bahwa sejak implementasi 

reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan evaJuasi 

kinerja nyata dengan rencana kinerja. 

Kcmudian beberapa informan berpendapat bahwa implementasi reformasi 

birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area peningkatan 

ak:untabilitas kinerja, pada indikator adanya evaJuasi kinerja nyata tahun berjalan 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 98 

43632.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

dengan kinerja tahun lalu di BPS Provinsi Kalimantan Tengah antara lain sebagai 

mana disampaikan informan no.7. sbb: 

"Sejak implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan 
Tengah, di Japoran kinerja, s udah mernbandingkan hasil real tahun ini 
dengan sebelurnnya. Seperti Evaluasi Survei , dilihat dari sisi waktu, 
kualitas dsb". (Wawancara pada tanggal 7 April 2016 di Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Di bidang statistik produksi rnelakukan evaluasi dari tahun sekarang 
dengan sebelumnya dalam bentuk real isasi prosentasi fisik dengan 
prosentase. Memperhatikan bcban kerja tiap unit kerja. Dan dibandingkan 
perkembagannya dari tahun ke tahun". (Wawancara pada tanggal 15 April 
2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Sedangkan inforrnan lainnya urnumnya mengatakan ada evaluasi kinerja 

dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. 

Sedangkan implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah khususnya di area peningkatan akuntabilitas kinerja, pada indikator 

adanya analisis efisiensi kinerja dan efektivitas kinerja di BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah beberapa informan berpendapat antara lain sebagai mana 

disampaikan informan no.7. dan 16 sbb: 

"Sejak implementasi reforrnasi bi rokrasi, belum pernah dilakukan analisis 
efisiensi dan anal isis efektifitas kinerja. Yang pasti outputnya meningkat 
yaitu berupa laporan I publikasi meningkat. Narnun anggarannya juga 
sudah meningkat. Tapi, jika dibandingkan dengan outputnya dengan 
anggaran sudah semakin efisien. Narnun secara reaJ belum pemah dihitung 
sejauh mana efisiensinya". (Wawancara pada tanggal 7 April 2016 di 
Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 
"Belurn pernah dilaksanakan sarnpai pada analisis e:fisiensi. Prinsipnya, 
output, dan kualitas harus tercapai . Asumsinya tidak mungkin berkualitas 
dengan biaya yang murah. Selalu berhubungan linear antara biaya dengan 
kualitas kerja. Apalagi BPS sudah menekankan visinya untuk rnenjadi 
pelopor data statistik yang berkualitas untuk semua. Konsekuensinya harus 
siap dengan biaya besar untuk mendapatkan kualitas kerja yang baik". 
(Wawancara pada tanggal 15 April 2016 di Kantor BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah). 
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Namun j ika memperhatikan jawaban informan, sebenamya BPS Provinsi 

Kalimatan Tengah semakin memperhatikan efisiensi anggaran. Hal ini seperti 

jawaban informan no. 1 dan 2 sebagai berikut : 

"Menurut saya ada analisis efisensi yang dilaksanakan, misalnya saya 
membandingkan dengan instansi lain, kelihatan lebih efisiensi dari sisi 
anggaran. Misalnya saja pembangunan gedung kantor, terlihat efisiensinya. 
Dengan anggaran yang lebih murah dibandingkan instansi Jain, mampu 
membangun gedung kantor dengan kualitas yang lebih baik". (Wawancara 
pada tanggal 1 April 2016 di Kantor BPS Kabupaten Barito Utara). 

Sedangkan pendapat informan no. 2 sbb : 

"Efisiensi anggaran sudah semakin diperhatikan, bahkan banyak anggaran­
anggaran yang dipangkas seperti transport lokal pendataan, namun dengan 
output tetap". (Wawancara pada tanggal 4 Apri l 2016 di Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

Hal ini menjelaskan bahwa walaupun di BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

belum dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas, namun secara penggunaan 

anggaran BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya melakukan efiensi dan 

efektifitas kegiatan. 

4. Hasil Pcnelitian pada fokus Area Peoingkatan KuaJitas Pelayaoan 
Publik 

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama di 

dalam reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Konsep pelayanan 

publik merujuk kepada konsep pelayanan prima yang sesuai Undang-undang 

No.25 tahun 2009 tanggal 8 Ju li tahun 2009 tentang pelayanan publik dan 

memenuhi azas pelayanan publik sebagai mana pasal 4 yang meliputi : 

a. Kepentingan umum; 

b. Kepastian hukurn; 

c. Keseimbangan hak dan kewajiban; 

d. Keprofesionalan; 
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e. Partisipatif; 

f. Persamaan perlakuanltidak diskrirninatif; 

g. Keterbukaan; 

h. Akuntabilitas 

1. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelornpok rentan; 

J. Ketepatan waktu; dan 

k. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Menurut buku 1 Reformasi Birokrasi di BPS, area perubahan peningkatan 

kualitas pelayanan publik ini meliputi kegiatan sebagai berikut : 

a. Peningkatan Kepuasan Pelanggan; 

b. Peningkatan efisiensi Diseminasi Data; 

c. Peningkatan Pelayanan Statistik; 

d. Pembangunan Advance Release Calender (ARC); 

e. Penerapan Standar Pelayanan 

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Academy Lembaga Penelitian sebagai 

lembaga penelitian yang independen untuk melakukan penelitian kepuasan 

konsumen terhadap kualitas layanan statistik dan kualitas data statistik yang 

dihasilkan selama ini. Hasil Survei Kepuasan Konsumen 2015 Badan Pusat 

Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Academy Lembaga 

Penelitian, diperoleh Indeks Kepuasan Konsumen yang secara umum mernuaskan, 

walau masih ada sebagian kecil yang kurang mernuaskan, sebagai mana tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel.4.2 

Indeks Kepuasao Masyarakat (IKM) Terhadap Kualitas Layaoao dan Kualitas Data Statistik 
BPS Provinsi Kalimantan Ten2ah Berdasarkao Hasil Survei Keouasao Koosumeo Tahun 2015 

lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap 

Kualitas 
Kualitas Data 

Asal Aktivitas Respondeo Layanan BPS Kualitas Data Kualitas Data 
Statistik Distribusi 

Proviosi Kalimantan Statistik Sosial Statistik Produksi 
dan Jasa 

Tengah 

Kementerian/Lem baga 53,84 65,04 94,00 -

Pemerintah Daerah 75,57 73,07 78,39 77,61 

Lembaga Pendidikan dan 
75,18 73,37 - -

PenoNasional 

Perusahaan Swasta 78,75 50,40 - 75,60 

Pekerjaan Lainnya 78,63 77,77 99,00 99,61 

0 0 

Sumber : Academy Lembaga Penelittan 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Metodologi Statistik 

-

-

-

71 ,61 

99,20 
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Dari data tersebut di atas pelayanan publik di BPS sudah memuaskan, 

bahkan sebagian responden merasakan pelayanan dan kualitas data yang sangat 

memuaskan, namun tetap harus ditingkatkan lagi oleh BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dan perlu digali lebih dalam 

penyebab IKM yang kurang memuaskan dari aktivitas responden 

kementerian/lembaga pemerintah. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas diseminasi data, BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah meningkatkan kualitas diseminasi data antara lain melalui 

pemanfaatan fungsi website BPS Provinsi Kalimantan Tengah dengan 

meningkatkan kualitas tampilan, pengayaan fitur, data dan informasi, serta 

penampungan aspirasi konsumen pengakses website. Upaya ini ditingkatkan lagi 

melalui kegiatan Survei Kebutuhan Data yang dilaksanakan pada bulan Maret s.d 

24 Juni 2016 yang dirancang untuk mengidentifkasi tingkat kebutuhan dan 

kepuasan pengguna data dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi 

statistik serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, survei ini 

dilakukan untuk menyediakan data dalam rangka pembentukan zona integritas. 

Untuk menjamin standar pengelolaan perpustakaan yang telah ditentukan, 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat maklumat pelayanan yang 

berisikan pernyataan kesanggupan untuk memberikan pelayanan sesuai standar 

pelayanan yang telah ditetapkan. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang terus 

menerus disempurnakan untuk memberikan kenyamanan dan kualitas dalam 

pelayanan publik. Fasilitas buku tamu dan kotak saran telah ditingkatkan dengan 

memanfaatkan fas ilitas elektronik yang mutakhir sehingga selain lebih 

memudahkan dalam pengisian data oleh pengunjung, dan memudahkan dalam 

proses evaluasi dan monitoring tingkat kepuasan pengunjung PST. 
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Namun demikian, upaya untuk menyempurnakan sarana dan prasarana 

masih perlu untuk terns ditingkatkan, mengingat PST BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah merupakan etalasenya pelayanan publik di Kantor BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah, dan merupakan corongnya BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

dalam melakukan diseminasi data statistik 

Gambar 4.5. Sarana dan Prasarana pada Pelayanan Statistik Terpadu 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

Sumber . Dokumentasi Peneliti (2016) 
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Pembangunan Advance Release Calender (ARC) merupakan salah satu 

agenda reformasi birokrasi di BPS tennasuk di BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

dan tennasuk salah satu dari tiga program percepatan (quickwins) terhadap produk 

layanan BPS yang langsung menyentuh kebutuhan pengguna data yaitu website 

yang memberikan kemudahan dalam mengakses data, Pelayanan Statistik 

Terpadu (PST), dan Senarai Rencana Terbit atau Advance Release Calendar 

(ARC). Advance Release Calender (ARC) ini menjadikan publikasi BPS dapat 

dipastikan kapan terbitnya sehingga pengguna data dapat menyesuaikan keperluan 

datanya. Hal ini baru terwujud setelah adanya refonnasi birokrasi di BPS Provinsi 

Kalimantan T engah. 

Berdasarkan hasil pcngamatan peneliti, indikator-indikator penelitian pada 

fokus area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagian sudah 

terjawab yang menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik setelah 

implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini 

diperkuat juga dari hasil deep interview terhadap beberapa informan antara lain 

pendapatnya tentang implementasi refonnasi birokrasi di BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah khususnya di area perubahan peningkatan kualitas pelayanan 

publik, pada indikator Fasilitas fisik, peralatan, personil dan komWlikasi (terbuka) 

yang menjelaskan telah terjadi perubahan yang sangat signifikan antara lain yang 

terungkap dari wawancara dengan informan no.2,6,8 dan 10 sebagai berikut : 

"Setelah implementasi RB perkembangannya luar biasa, contohnya di 
Pelayanan Statistik Terpadu (PST), konsumen semakin dibuat mudah 
menerima layanan publik BPS Provinsi Kalimantan Tengah." (Wawancara 
pada tanggal 7 April2016 di BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 
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"Dari implementasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan 
publik mengalami perubahan yang jauh meningkat, IT nya maju, ruangan 
semakin nyarnan. Sebelumnya, fasilitas pelayanan publik BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah, ruangannya sempit, panas, dan tidak ada fasilitas 
internet. SDM kemampuannya meningkat lebih baik, kemampuan 
melayaninya juga lebih baik." (Wawancara pada tanggal 7 April 2016 di 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Setelah implementasi RB, pelayanan jauh lebih maju. Pelayanan terarah, 
tertata, jam kunjung jelas dan cara pelayanan profesional." (Wawancara 
pacta tanggal8 April2016 di BPS Kota Palangka Raya). 

"Setelah implementasi RB, fasilitas tisik, peralatan, personil dan 
komunikasi (terbuka)meningkat. Kalau dulu minta data dikomersilkan, 
sekarang tidak lagi, kecuali yang masuk PNBP. Adanya fasilitas disabilitas, 
menunjukkan BPS Provinsi Kalimantan Tengah peduli dengan pengunjung 
yang merniliki keterbatasan. Selain itu, peralatan IT nya lengkap dan 
mendukung. Sangat signifikan sekali perubahannya." (Wawancara pada 
tanggalll April2016 di BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Dari wawancara peneliti dengan Informan dari ekstemal JUga 

mengungkapkan hal yang sama antara lain oleh informan no.14 dan 18 sbb : 

"Fasilitas pelayanan publiknya sudah bagus. Gedungnya bagus dan 
tampilannya mirip dengan gedung BPS di tempat lain, sehingga 
memberikan ciri khas kantor BPS yang mudah dikenali." (Wawancara pada 
tanggal 15 April 2016 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan 
Tengah). 

"Pada tahun 2013 saya masih merasakan pelayanan yang belum 
memuaskan, terkesan lambat, dan saya tidak puas karena data yang saya 
cari sering tidak saya peroleh. Tahun 2014 sudah mulai ada buku tamu 
secara digital. Ke sininya sudah ada perubahan. Stafnya bertambah, 
pelayanan semakin meningkat, dan sekarang saya merasa puas dengan 
pelayanan PST BPS Provinsi Kalimantan Tengah, pelayanannya cepat. 
Saya melihat ada perkembangan pesat dari sisi sarana dan prasarana dan 
sudah tertata dengan rapih". (Wawancara pada tanggal 21 April 2016 di 
Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah). 

Dari basil wawancara di atas, temyata perubahan signifikan ini barn 

dirasakan oleh pengguna data setelah tahun 2014, atau 4 tahun setelah 

dicanangkannya reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa proses reformasi birokrasi di BPS Provinsi 
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Kalimantan Tengah ini tidak serta rnerta rnernbuahkan hasil, rnelainkan rnelalui 

proses yang cukup panjang, memakan waktu dan rnelibatkan berbagai unsur. 

Kernudian terkait irnplementasi refonnasi birokrasi di BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah khususnya di area perubahan peningkatan kualitas pelayanan 

publik pada indikator kemarnpuan memberikan pelayanan yang tepat dan cepat 

beberapa infonnan berpendapat sebagai mana jawaban wawancara dengan 

informan no.l4, 16 dan 18 sebagai berikut: 

"Pelayanan di PST sudah jauh lebih teratur, rnemang harus rnenjalani 
pengisian data, namun dalam infonnasi publik kan permintaan tidak tertulis 
pun harus dilayani. Pelayanan BPS lebih profesional dan rapi. Kami 
menyadari pengisian buku tamu memang penting untuk evaluasi, jadi tidak 
masalah. Pelayanan sudah makin mudah, dan kini karni sudah tahu ada 
ternpat penyarnpaian aspirasi". (Wawancara pada tanggal 15 April 2016 di 
Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Sekarangjika mencari buku, dapat menunjukkan dengan cepat. Hanya saja 
di .front office, harusnya juga bisa menjelaskan, sehingga dibutuhkan orang 
yang mumpuni dalam keilmuan statistik". (Wawancara pada tanggal 15 
April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Awalnya pelayanan standar saja, namun setelah ada rolling pegawai, 
kelihatan semakin meningkat kualitas pelayanannya, semakin cepat dan 
tcpat". (Wawancara pada tanggal 21 April 2016 di Kantor Bappeda 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

Jawaban dari informan lainnya secara umum mengatakan sudah terjadi 

perubahan yang signifikan dalarn hal kemampuan menciptakan pelayanan yang 

cepat dan tepat. 

Sedangkan pada indikator kemauan untuk membantu konsumen dan 

bertanggung jawab terhadap kualitas, menurut beberapa infonnan telah terjadi 

perubahan yang sangat signifikan yang terungkap dari wawancara dengan 

infonnan no.4, 7, 1 0, 12 dan 15 sebagai berikut : 
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"kemauan untuk membantu konsumen dan bertanggung jawab terhadap 
kualitas sangat meningkat, termasuk dari bidang-bidang teknis pendukung''. 
(Wawancara pada tanggal5 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan 
Tengah). 

"Kemauan untuk membantu konsumen dan bertanggung jawab terhadap 
kualitas sangat meningkat, hal ini diperkuat dengan adanya maklumat 
pelayanan sebagai bukti". (Wawancara pacta tanggal 7 April2016 di Kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Memang selama ini belum terdengar keluhan dari konsumen terhadap 
pelayanan, mungkin dengan SDM di PST setiap permasalahan masih dapat 
diselesaikan. Namun seharusnya memang di garda depan PST pun 
permasalan pelayanan sudah bisa diselesaikan, kecuali membutuhkan hal 
yang bersifat spesifik". (Wawancara pada tanggal 15 April 2016 di Kantor 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Peningkatan kualitas data iya, dengan PST tadi. Selain itu, sebelum 
menyusun publikasi juga ada rckon dengan pemberi data, ini sebagai upaya 
mendapatkan kualitas data." (Wawancara pacta tanggal 12 April 2016 di 
Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Sedangkan masukan dari infonnan no.15 yang berasal dari ekstemal BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut : 

"Saya akui pelayanan publik BPS jauh meningkat jika dibandingkan tahun­
tahun sebelumnya walau pengamatan saya keadaan di BPS provinsi yang 
lain di tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi tahun-tahun terkini pada 
pengamatan saya di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (Wawancara pada 
tanggal 15 April 2016 di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan 
Tengah). 

Sedangkan beberapa indikator lainnya terkait implementasi reformasi 

birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di area perubahan 

peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu pada indikator keramahan. 

bersahabat dan tanggap, indikator kejujuran petugas, indikator kemudahan 

mendapatkan pclayanan, dan indikator pelayanan yang aspiratif telah teijadi 

perubahan yang sangat signifikan yang terungkap dari wawancara dengan 

informan no.6, dan 10 sebagai berikut : 
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"petugas yang melayani publik di PST ramah dan tanggap yang semakin 
meningkat". (Wawancara pada tanggal 7 April 2016 di Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Dulu sebelum reformasi birokrasi, petugas pelayanan tidak peduli dengan 
konsumen, sekarang pelayanan ramah dan tanggap". (Wawancara pada 
tanggal11 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

Terkait kejujuran petugas terungkap dari jawaban informan no. 18 sebagai 

berikut: 

"Selarna menerima pelayanan publik di BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 
tidak pemah merasa diminta tips, artinya petugas PST BPS Provinsi 
Kalimantan Tengah menjunjllllg kejujuran." (Wawancara pada tanggal 21 
April 2016 di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah). 

Kemudian terkait indikator kemudahan dalam mendapatkan pelayanan 

publik seperti yang terungkap pada pendapat informan no.15 sebagai berikut 

"Jika dibandingkan dulu, sekarang pelayanan BPS lebih baik, lebih update, 
real time BRS nya sangat baik lllltuk transparansi data. Data dengan mudah 
diakses melalui websitenya BPS." (Wawancara pada tanggal 15 April2016 
di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah). 

Kemudian terkait indikator kemudahan dalam mendapatkan pelayanan 

publik seperti yang terungkap pada pendapat informan no.2, 13 dan 14 sebagai 

berikut 

"Pelayanan publik di BPS Provinsi Kalimantan Tengah sudah 
memperhatikan kebutuhan konsumen, dan mempelajari hal-hal yang 
diinginkan oleh konsumen." (Wawancara pada tanggal 4 April 2016 di 
Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Ada survei, kotak saran, dan selalu difollow up. Misalnya ada pelayanan 
yang tidak memuaskan langsung ditindaklanjuti." (Wawancara pada 
tanggall2 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

··sudah disosialisasikan oleh BPS tentang adanya kotak saran. Menurut 
karni tenaga SDM di BPS sudah mantap, sarjana-sarjana nya mendukung. 
PST BPS sudah bagus." (Wawancara pada tanggal 15 April2016 di Kantor 
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tcngah). 

Selain mewawancarai terkait area perubahan dan indikatomya, penelitijuga 

menggali informasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi reformasi 
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birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah, yang antara lain dari infonnan 

no.2, 3, 6, 8, 10, 13 dan 16 sebagai berikut : 

"Dokumentasi masih belum tertib, kurang disiplin dalam dokwnentasi. 
Schingga banyak perubahan yang sebenarnya sudah dilaksanakan, tapi sulit 
ketika diminta pembuktiannya". (Wawancara pada tanggal4 April 2016 di 
Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Sebagian pcgawai beban kerjanya sudah terlalu over, sehingga pada titik 
jenuh dikhawatirkan akan menurunkan kualitas kerja. Banyak pekerjaan 
yang tumpang tindih jadwal. Harusnya dari pusat jadwal jangan sampai 
tumpang tindih". (Wawancara pada tanggal 5 April 2016 di Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

"Kendala reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah lebih 
pada SDM. Masih ada, walaupun sedikit yang kurang mendukung 
pe1aksanaan RB. Pemaharnan tentang RB di SDM pe1aksana masih be1um 
sepenuhnya paham, terutama tentang konsep RB itu sendiri. Padahal secara 
tidak sadar sudah menjalankan, sehingga perlunya internalisasi yang lebih 
intens lagi." (Wawancara pada tanggal 7 April 2016 di Kantor BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

'"SDM di BPS mendukung RB. Namun perubahan perlu proses. Sehingga 
pemberian pemahaman menjadi sangat penting dan atasan harus sclalu bisa 
memberi contoh, sehingga bawahan akan mencontoh. Komitmen pimpinan 
sangat penting di sini." (Wawancara pada tanggal 8 April 2016 di Kantor 
BPS Kota Palangka Raya). 

"Saat ini arsip masih di rnasing-masing pegawai, sehingga perlu bank data, 
yang mampu membackup data dengan baik. Selain itu, SDM sudah siap 
berubah. Secara prinsip paham pentingnya RB untuk itu, adanya komitrnen 
pemimpin merupakan yang paling penting. Pegawai harus lebih inovatif. 
Pendekatan dengan eksternal perlu ditingkatkan." (Wawancara pada 
tanggalll April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

"'RB sudah berja1an, tapi banyak yang tidak sadar telah melakukannya. 
Sehingga tantangannya adalah penyadaran tiap orang. Bagaimana merubah 
pola pikir SDM. Sistem sosialiasi RB BPS selama ini terlalu teoritis. 
lnternalisasi harus diperkuat dengan cara-cara yang mudah dimengerti. 
Bahasanya harus sesuai komunitas. Inilah petingnya peta pegawai. Faktor 
usia juga mempengaruhi cara memahami RB." (Wawancara pada tanggal 
12 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

''Semangat RB belwn stabil. RB bergema kuat terutarna jika ada sounding 
dari pusat. Hal ini tidak terlepas dari beban kerja yang tinggi, sehingga 
pelaksana RB sudah disibukkan dengan pekerjaan masing­
masing.Keterbatasan SDM menjadi kendala. Sehingga agenda RB tidak 
selalu tiap waktu dapat dilaksanakan. Hal ini mungkin bisa stabil jika ada 
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agen khusus yang memang khusus menjadi motor RB." (Wawancara pada 
tanggal 15 April2016 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah). 

C. Pembahasan 

Implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah 

dilaksanakan pada beberapa area perubahan yang antara lain pada area perubahan 

penataan tata laksana, manajernen sumber daya manusia aparatur, peningkatan 

akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan 

dengan teori reformasi birokrasi menurut Sedarmayanti (2009:71), reformasi 

birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara 

dengan tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas. Pantau percontohan 

reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan 

profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), melalui : 

a. Penataan kelembagaan, struktur organisasi ramping dan flat (tidak banyak 

jenjang hierarkis dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan 

profesionallfungsional dari pada jabatan struktural). 

b. Penataan ketatalaksanaan, mekanisme, sistem, prosedur sederhana, ringkas, 

simpel, mudah dan akurat melalui optimalisasi penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi, serta memiliki kantor, sarana dan prasarana ke~ja 

memadai. 

c. Penataan somber daya manusia aparatur, agar bersih sesuai kebutuhan 

organisasi dari segi kuantitas dan kualitas (profesional, kompeten, beretika, 

berkinetja tinggi dan sejahtera). 

d. Akuntabilitas, kinerja berkualitas, efektif, efisien, dan kondusif 
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e. Pelayanan dan kualitas pelayanan, pelayanan pnma (cepat, tepat, adil, 

konsisten, transparan, dan lain-lain), memuaskan pelanggan dan mewujudkan 

Good Governance (kepemerintahan yang baik). 

Memang pada penelitian ini tidak meneliti area perubahan penataan 

organisasi, karena area perubahan ini adalah kewenangan BPS pusat, Jakarta. 

Sehingga penelitian difokuskan pada 4 area perubahan yaitu penataan tata laksana, 

manajemen sumber daya manusia aparatur, peningkatan akuntabilitas kinerja dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

pada area penataan tata laksana meliputi indikator Pemangkasan prosedur kerja 

yang be bas KKN; perumusan SOP; pemantapan TI dan F.-Government; penataan 

pengelolaan arsip; otomatisasi administrasi perkantoran; proses pengadaan, 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian; pengelolaan 

sarana dan prasarana kerja sesuai ketentuan; implementasi akuntabilitas dan 

transparansi; dan perubahan paradigma unit pelayanan dari birokratik ke 

wirausaha. Hal ini sejalan dengan teori reforrnasi birokrasi menurut Sedarmayanti 

(2009 : 88-89) bahwa strategi pendayagunaan ketatalaksanaan antara lain : 

a. Pemangkasan dan eliminasi mekanisme sistem kerja, prosedur dan mekanisme 

ker:ja yang memberi peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 

(KKN). 

b. Deregulasi dan debirokratisasi sistcm administrasi pemerintahan. 

c. Perumusan Standard Operating Procedures (SOP) administrasi pemerintahan. 

d. Penyusunan hubungan kerja ekstemal atau tata hubungan kewenangan antar 

lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. 
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e. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan Electronic Government (E-

Gov) dalam rangka modernisasi administrasi dan manajemen pemerintahan. 

f. Penataan pengelolaan arsip secara baik dan benar. 

g. Otomatisasi administrasi perkantoran. 

h. Proses pengadaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 

pengendalian. 

1. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

J. Implementasi akuntabilitas, transparansi, dan lain-lain 

k. Merubah paradigma manajemen Unit Pelaksana Pelayanan Pemerintah (UP3) 

dari manajemen birokratik ke manajemen wirausaha 

Adapun pada indikator deregulasi dan debirokratisasi sistem administrasi 

pemerintahan dan indikator penyusunan hubungan keija eksternal atau tata 

hubungan kewenangan antar lembaga, antar pemcrintah pusat dan daerah serta 

antar daerah tidak dilakukan penelitian karena banyak terkait dengan peran BPS 

di Jakarta. 

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pada pemangkasan 

prosedur kerja yang bebas KKN telah mengalami perubahan yang signifikan, 

seperti prosedur pengadaan barang dan jasa, prosedur pelayanan publik yang 

mudah dan bebas biaya, kecuali biaya PNBP, pelayanan di internal dalam 

pengurusan kenaikan pangkat yang otomatis, mudah dan tanpa biaya, dan lain-

lain. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi menurut Effendi (2007) 

dalam Rahmat Subagio (2012:38) yaitu reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-

upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan. 

dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good 

governance), pemerintahan yang bersih (clean government), dan bebas KKN. 
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Sedangkan implementasi refonnasi birokrasi dalam hal perumusan SOP 

berdasarkan data penelitan di atas telah berkembang secara signifikan, dari yang 

sebelumnya belum ada prosedur yang jelas, menjadi SOP yang rutin digunakan, 

sehingga membantu terwujudnya keteraturan dalarn proses kerja sesuai dengan 

tanggung jawab masing-masing pegawai. Narnun demikian berdasarkan basil 

penelitian di atas, SOP ini tetap perlu dievaluasi secara berkala agar aplikable, dan 

menghilangkan rantai birokratis yang tidak penting. Hal ini juga sesuai dengan 

teori SOP menurut Jones (2001 :49) yang mengatakan bahwa SOP merupakan 

bagian dari peraturan tertulis yang membantu untuk mengontrol perilaku anggota 

organtsast, sehingga mengatur cara pekerja untuk melakukan peran 

keorganisasiannya secara terus menerus dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab organisasi. Dengan demikian, keberadaan SOP setelah RB ini jelas akan 

membentuk keteraturan dalam pola kerja pegawai. 

Pentingnya SOP dalam refonnasi birokrasi dan segala kekonsistenannya 

dalam penelitian ini sejalan dengan teori dari Jones (2001 :49) yang berpendapat 

tentang SOP yaitu : 

"Written rules and standard operating procedures (SOPs) and unwritten 
values and norms help to control behavior in organization. The specify 
how an employee is to perform his or her organization role, and they set 
forth the tasks and responsibilities associated with that role." 

Selanjutnya hasil penelitian pada implementasi TI dan e-government, 

berdasarkan penelitian di atas menunjukkan peningkatan yang signifikan, antara 

lain ditunjukkan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas TI yang digunakan, 

serta pemanfaatan website dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, maupun 

penggunaan aplikasi-aplikasi on line yang bermantllilt untuk percepatan kinerja 

pegawai. Hal ini juga sejalan dengan pencanangan e-government oleh pemerintah 
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sejak tahun 2003 dengan yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 

2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-government, 

khususnya pada tuntutan perubahan di butir ke 5 yang menekankan bahwa 

pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. 

Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan 

pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat 

organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses 

kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu 

untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus 

disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, seluruh lembaga-lembaga negara, 

masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak bcrkepentingan lainnya dapat setiap saat 

memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu 

dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing institusi atau unit 

pemerintahan agar proses transformasi menuju e-government dapat dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. 

lmplementasi reformasi birokrasi dari sisi penataan dan pengelolaan arsip, 

menurut hasil penelitian di atas, masih perlu pembenahan terutama dalam hal 

pedoman baku pengarsipan dokumen, sesuai bagian/bidang di BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah. Walaupun demikian, dari hasil penelitian di atas terungkap 

bahwa sudah adanya kemajuan yang cukup berarti seperti penerapan SIMPEG on 

line, PUPNS dan lain sebagainya. Contoh ini diharapkan dapat dikembangkan 

pada keperluan-keperluan lainnya. Hal ini juga berpengaruh pada proses 

otomatisasi administrasi perkantoran yang dilaksanakan di BPS Provinsi 

Kalimantan T engah. 
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Kemudian terkait pengarstpan dokumen keuangan, harus mernenuhi 

ketentuan ANRl sebagai mana diatur pula pada Peraturan Kepala BPS nomor 63 

tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Badan Pusat Statistik. Hal ini 

dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan arsip untuk pelaksasnaan tugas 

pemerintahan dan pembangunan secara efektif guna tercapainya tertib 

pelaksanaan penyusunan arsip dan penyelamatan arsip sebagai bahan bukti 

akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di 

lingkungan Badan Pusat Statistik. 

Selanjutnya pada kegiatan proses pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi dan pengendalian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

perubahan yang signifikan. Adanya kewajiban membuat Term Of Referency 

(TOR) beserta RAB dalam perencanaan baru ada sejak implementasi reformasi 

birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Kernudian, proses pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dilihat dari fisik dan target 

yang ada. 

Ha<iil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sarana dan 

prasarana kerja sesuai kctcntuan. Barang milik negara tercatat rapi dalam aplikasi 

SIMAK BMN, dan proses keluar masuk juga dijalankan sesuai peraturan yang 

berlaku. Namun perlu penataan sistem pemeliharaan yang terungkap dari hasil 

penelitian belum berjalan dengan baik, karena belum terkoordinir dengan baik. 

Selain itu dari penelitian juga kerapihan dalarn sarana prasarana masih perlu 

ditingkatkan seperti perlunya tempat alat kebersihan yang tertata rapi dan mudah 

dijangkau di saat diperlukan, sehingga perlunya disediakan janitour untuk 

keperluan itu. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 116 

43632.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Dari sisi implernentasi akuntabilitas dan transparansi, menurut hasil 

penelitian di atas sudah sangat jauh berubah secara signifikan. Terkait anggaran 

dibuat transparan, sehingga para pelaksana dapat mclakukan perencanaan dan 

pcnggunaan anggaran sesuai alokasinya untuk mencapai output yang telah 

ditetapkan. 

Kemudian dari sisi perubahan paradigma unit pelayanan dari birokratik ke 

wirausaha pun berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan perubahan yan 

signifikan, bukti realnya dapat dirasakan perubahan yang sangat signifikan pada 

corong pelayanan publik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu di PST BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah. Perubahan paradigma birokratis ke paradigma 

pelayanan ini sejalan dengan pendapat Agus Dwiyanto (2015:289): 

"Reformasi birokrasi hanya akan berhasil kalau rnampu merubah budaya 
birokrasi. Mindset sebagai penguasa dan oricntasi kekuasaan harus digusur 
dan diganti dengan pola pikir sebagai pelayanan dan orientasi pada 
pelayanan. Selama ini pola pikir sebagai penguasa dan orientasi pada 
kekuasaan diwarisi dari birokrasi kerajaan dan kolonial. Dalam zaman 
kerajaan birokrat adalah abdi dalem dan bukan abdi kawula (rakyat). 
Birokrasi tidak dibentuk untuk mengurus kepentingan rakyat tetapi untuk 
mengurus kepentingan raja dan kerajaan. Pola pikir seperti ini dipelihara 
dan diperkuat pada zaman kolonial. Birokrasi adalah instrumen untuk 
mempertahankan kekuasaan kolonial, bukan untuk mensejahterakan 
rakyatnya". 

lmplementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada 

area penataan sistem Manajemen SDM aparatur antara lain dapat dilihat dari 

indikator penempatan SDM yang tepat pada bagiannya yang sudah ada perubahan 

positit~ namun masih perlu pembenahan khususnya pada mapping pegawai dan 

drop pegawai yang sesuai kebutuhan. Hal ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Arthur W.Sherman dan George W Bohlander dalam Nawawi 

(1998:137) yang mengemukakan bahwa Perencanaan Sumber Daya Manusia 

adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan (persyaratan) untuk 
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mengatur arus gerakan tenaga ketja ke dalam, di dalam dan di luar organisasi. 

Tujuannya adalah untuk mempergunakan SDM seefektif mungkin dan agar 

memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan!kualifikasi dalam mengisi 

posisi yang kapan dan yang manapun mengalami kekosongan. 

Penerapan sistem merit dalam manajemen SDM; Sistem diktat yang 

efektif; Standar dan peningkatan kinetja; Pola karier yang jelas dan terencana; 

Standar kompetensi jabatan; Klasifikasi jabatan; tugas, fungsi, dan beban 

proporsional; Rekrutmen sesuai prosedur; Remunerasi memadai; Perbaikan 

sistem informasi manajemen kepegawaian; Perbaikan sistem pengawasan dan 

disiplin pegawai. Hal ini sesuai dengan teori reformasi birokrasi menurut 

Sedarmayanti (2009:94-95), yang mengungkapkan bahwa penataan sumbcr daya 

manusia aparatur dilaksanakan dengan memerhatikan penerapan sistem merit 

dalam manajemen kepegawaian; sistem diklat yang efektif; standar dan 

peningkatan kinerja; pola karier yang jelas dan terencana; standar kompetensi 

jabatan; klasifikasi jabatan; tugas, fungsi dan beban tugas proporsional; rekrutmen 

sesuai prosedur; penempatan pegawai sesuai keahlian; remunerasi memadai; 

perbaikan sistem infonnasi manajemen kepegawaian. 

Dari basil penelitian menunjukkan dari indikator penempatan SDM yang 

tepat pada bagiannya dan indikator pencrapan sistem merit dalam manajemen 

SDM mengalami perubahan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Hadari Nawawi (1998:42) yang mengemukakan bahwa Manajemen Swnber Daya 

Manusia adalah proses mcndayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara 

manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal 

bagi pencapaian tujuan organisasi (perusahaan). 
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Selanjutnya pada Sistem diktat yang efektif; Standar dan peningkatan 

kinerja; Rekrutmen sesuai prosedur; Remunerasi memadai; Perbaikan sistem 

infbrmasi manajemen kepegawaian; Perbaikan sistcm pengawasan dan disiplin 

pegawai sudah rnengalami perubahan yang positif yang signifikan. Namun, pada 

indikator pola karier yang jelas dan terencana belum terlaksana dengan baik. 

Bel urn ada mapping karir yang jelas bagi pcgawai. Begitu pula mengenai standar 

kornpetensi jabatan di BPS Provinsi Kalimantan Tengah ini, berdasarkan hasil 

pcnelitian terungkap bahwa standar kompetensi jabatan baru sebatas rumusan dan 

belum diimplernentasikan. Kemudian ditinjau dari klasifikasi jabatan yang ada, 

menurut hasil penelitian di atas masih belum ideal, karena masih adanya 

ketidakberimbangan antara beban ke~ja dcngan tingkat penghasilannya. 

Kemudian ditinjau dari tugas, fungsi, dan beban proporsional, berdasarkan 

penelitian di atas, terungkap adanya penumpukan beban ker:ia bagi pegawai yang 

memiliki skill lebih tinggi. Untuk itu, diperlukan bimbingan teknis untuk 

rneningkatkan kemampuan SDM yang ada, dan perbaikan sistem pemberian 

tunjangan kinerja bagi pegawai. 

Implementasi ref01masi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada 

area penguatan akuntabilitas kinerja ditinjau dari indikator adanya pembanding 

kinerja nyata dengan kiner:ja yang direncanakan; kincrja nyata dengan kinerja 

tahun-tahun sebelumnya; adanya analisis efisiensi dan efektifitas pekerjaan. 

Sebagai mana menurut (Sedarmayanti (2009: Ill), pencapaian akuntabilitas 

kinerja instansi secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kincrja 

kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, 

tujuan dan misi serta visi sebagai mana ditetapkan dalarn perencanaan stratejik. 

Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan 
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tujuan secara efcktif, efisien, dan ekonomis, sesuru kebijakan, program dan 

kegiatan yang telah ditetapkan. 

Dari hasil penelitian di atas, telah ada cvaluasi kinetja real dengan kinetja 

yang direncanakan, maupun antara kineija tahun yang dilaksanakan dengan tahun 

sebelumnya. Hal ini tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN), 

Penetapan Kinerja (PK) dan laporan rutin lainnya. Namun, belum pernah 

dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas kineija walau jika ditelaah Jebih dalam, 

sebenarnya BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan azas efisiensi dan 

efektifitas dalam kegiatannya, yang dibuktikan adanya pemangkasan anggaran 

pada beberapa kegiatan dengan tetap mempertahankanjumlah output yang ada. 

Kemudian, implementasi reformasi birokrasi pada area perubahan 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian di atas telah 

terjadi perubahan yang luar biasa. Antara lain terlihat pada perubahan sarana dan 

prasarana, kualitas publikasi, profesionalisme SDM di pelayanan publik, baik para 

SDM yang berada di Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah maupun SDM secara keseluruhan. Peningkatan kualitas juga dari 

kemudahan yang disediakan dalam pelayanan publik. 

Hal ini sejalan dengan teori Zeithaml (1990:21-22) yang mengungkapkan 

bahwa ukuran kualitas pelayanan mcmiliki sepuluh dimensi. yaitu Tangible 

(terlihat/teijamah), terdiri dari fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi; 

Realible (kehandalan), terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat; Responsiveness (tanggap), kemauan 

untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan; Competence (kompeten), tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan 

keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan; Courtesy 
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(ramah), sikap atau perilaku ramah, bersahabat, dan tanggap terhadap keinginan 

konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi~ Credibility (dapat 

dipercaya), sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat; Security (merasa arnan), jasa pelayanan yang diberikan harus bebas 

dari berbagai bahaya dan resiko; Access (akses), terdapat kemudahan untuk 

mengadakan kontak dan pendekatan; Communication (komunikasi), kemauan 

pembcri pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, 

sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi bam ke masyarakat; 

dan Understanding the customer (memahami pelanggan), melakukan segala usaha 

untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Hardiansyah (2011:11). 

Begitu pula dengan teori Vincent Gaspersz (1997) terkait dengan Dimensi 

untuk perbaikan kualitas yang meliputi : 

a. Ketepatan waktu pelayanan 

b. Akurasi pelayanan 

c. Kesopanan dan keramahan. 

d. Tanggung jawab. 

e. Kelengkapan. 

f Kemudahan mendapatkan pelayanan. 

g. Variasi model pelayanan. 

h. Pelayanan pribadi. 

Karena berdasarkan hasil penelitian, BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

telah mampu menunjukkan ketepatan waktu pelayanan, akurasi dalam pelayanan, 

kesopanan dan keramahan, rasa tanggung jawab, kelengkapan dalam pelayanan, 

kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, dan variasi model pelayanan. Hal ini 

menunjukkan bahwa berdasarkan basil penclitian implementasi reformasi 
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birokrasi ini telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai mana 

yang diharapkan. Hal ini juga sejalan dengan basil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Susi Ratnawati (2011) yang menemukan dari basil penelitiannya bahwa 

pengembangan model reformasi birokrasi yang berorientasi pelayanan publik : 

PNS yang kreatif, inovatif dan proaktif; pelayanan yang cepat dan mudah; biaya 

transparan, akses ke pemerintah cepat, mudah diakses, dan masyarakat sebagai 

pusat perbatian. 

Dengan demikian, berdasarkan basil penelitian yang dilakukan, dari 9 

indikator dalam fokus area perubahan penataan tata laksana, seluruhnya 

mengalami perubahan yang Jebih baik, walaupun masib ada beberapa kekurangan 

yang hams disempumakan antara lain pada indikator SOP yang masih perlu 

dilakukan evaluasi agar lebih aplikable, penataan pengelolaan arsip yang perlu 

memanfaatkan TI dan berstandar baku, perencanaan yang lebih realistis dan tidak 

tumpang tindibjadwalnya 

Kemudian basil penelitian implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pada fokus area perubahan Penataan sistem 

manajemen sumber daya manusia aparatur dilihat dari 12 indikatomya. 8 

indikatomya mengalami perubahan yang lebih baik, sedangkan 4 indikator 

lainnya masih perlu penyempumaan yaitu kelemahan pada pola karir yang belum 

jelas, standar kompetensi jabatan yang belum diterapkan, klasifikasi jabatan yang 

belum ideal, dan jumlah SDM yang belum seimbang dibanding beban ke~a 

sehingga beban kerja belum proporsional. 

Sedangkan hasil penelitian mengenai implementasi reformasi birokrasi di 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pada fokus area perubahan pcningkatan 

akuntabilitas kinerja dilibat dari 3 indikatomya, 2 indikatomya mengalami 
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perubahan yang lebih baik, sedangkan 1 indikator lainnya yaitu adanya analisis 

efisiensi dan efektifitas kinerja belurn dilakukan, walaupun sebenamya sudah ada 

upaya-upaya melakukan efisiensi dan efektifitas kinetja. 

Penelitian implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah pada fokus area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan 

8 indikator, seluruhnya mengalami perubahan yang lebih baik, walaupun pada 

indikator memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang baik masih ada yang perlu 

diperbaiki yaitu pada kemampuan petugas front office yang masih perlu 

ditingkatkan. 

Dengan penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa implementasi reformasi 

birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada 4 area perubahan, yaitu 

penataan tata laksana, penataan sistem manajemen surnber daya manusia aparatur, 

peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik telah 

menunjukkan basil yang lebih baik, yang terlihat lebih banyaknya indikator-

indikator yang telah berhasil dengan baik dibandingkan indikator yang belurn 

berhasil dengan baik. Kelemahan yang masih ada dalam reformasi birokrasi di 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah ini menunjukkan pentingnya membuat strategi 

yang tepat dalam upaya menyempumakan hasil rcformasi birokrasi yang telah 

dicapai. 

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

Rahmat Subagio (2012), terdapat kesamaan hasil penelitian ini yaitu perlunya 

pemberian motivasi dan refreshing ke pegawai secara berkelanjutan, inovasi 

sistem dan prosedur pelayanan, dan penggunaan teknologi informasi yang terpadu 

dengan sistem lain. Begitu pula dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Aninda Yusmiati Dewi dan Meirinawati yaitu reformasi birokrasi yang berkaitan 
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dengan kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan yaitu adanya remunerasi sebagai 

kompensasi reformasi birokrasi, sehingga digunakan sebagai sistem pengendali 

kedisiplinan dan indikator keramahan yaitu dengan adanya peningkatan 

manajemen somber daya manusia yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan berbasis kompetensi. 

Kemudian, terkait adanya penekanan dari beberapa informan yang 

menganggap pentingnya komitmen pimpinan dalam keberbasilan implemcntasi 

reformasi birokrasi ini merupakan sesuatu yang perlu dibudayakan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Sedarmayanti (2009:76) yang mengatakan bahwa salah satu 

faktor sukses terpenting refonnasi birokrasi adalah komitmen pimpinan. Hal ini 

karena masib kentalnya budaya patemalistik dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Joaquim Andre Q .Silva (2014) yang menyimpulkan dari 

basil penelitiannya bahwa budaya organisasi yang diperlukan untuk reformasi 

birokrasi yaitu : kepemimpinan yang visioner, inovatif, inisiatif, berani 

mengambil resiko, pengarahan yang ketat, manajemen yang baik, adanya insentif. 

pengawasan yang kuat, tidak individualistik, dan pola komunikasi yang tidak 

terlalu formal. 

Dengan demikian, perbedaan yang paling terlihat dari basil penelitian ini 

dibandingkan sebelumnya adalah terkait komitmen pimpinan sebagai modal 

utama keberbasilan reformasi birokrasi. Penekanan terbadap perlunya perubahan 

pola pikir/pemahaman SDM terbadap reformasi birokrasi itu juga begitu 

menonjol dari basil penelitian ini. Selain itu, dari basil penelitian diperoleb bahwa 

penyederhanaan SOP menjadi sesuatu hal yang penting untuk mewujudkan 

efsiensi dan efektifitas dalam birokrasi. 
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Dari hasil penelitian di atas, akhirnya diperoleh gambaran yang jelas sebagai 

jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, baik dari pandangan internal 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah maupun ekstemal BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah dengan beberapa kesimpulan terkait implementasi reformasi birokrasi di 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah sesuai indikator antara lain sebagai berikut. 

I. Implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

ditinjau dari area perubahan perubahan penataan tata laksana berhasil 

menimbulkan perubahan yang lebih baik, walau masih terdapat hal-hal yang 

harus diperbaiki antara lain SOP yang masih perlu dilakukan evaluasi agar 

lebih aplikable, penataan pengelolaan arsip yang perlu memanfaatkan TI 

dan berstandar baku, perencanaan yang lebih realistis dan tidak tumpang 

tindih jadwalnya dengan sasaran perbaikan dari seluruh pegawai pelaksana 

mulai dari unsur pimpinan sampai dengan staf dan PPNPN. 

2. Irnplementasi refonnasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

ditinjau dari area perubahan manajemen sumber daya manusia aparatur 

berhasil rnenirnbulkan perubahan yang lebih baik, walau masih ada hal-hal 

yang perlu diperbaiki, antara lain penerimaan PNS yang seharusnya Jebih 

memperhatikan kebutuhan organisasi, mapping karir pegawai yang belum 

ada, standar kornpetensi jabatan yang belum diterapkan, klasifikasi jabatan 
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yang belum ideal, dan jumlah SDM yang belum proporsional. Sasaran 

perbaikan terutama melibatkan unsur pimpinan sebagai perencana SDM. 

3. Pada area peningkatan akuntabilitas kinerja sudah mengalami perubahan 

yang cukup baik, walaupun rnasih ada hal yang perlu diwujudkan yaitu 

antara lain analisis efisiensi dan efektifitas antara output dengan anggaran 

yang digunakan dengan sasaran perbaikan rnelibatkan unsur pimpinan dan 

binagram. 

4. lmplernentasi reforrnasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

ditinjau di area peningkatan kualitas pelayanan publik mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan dibanding sebelum RB, namun masih 

ada hal yang perlu diperbaiki yaitu peningkatan kemampuan petugas difront 

office agar tidak saja menjadi pemandu konsumen PST, namun juga bisa 

memberikan penjelasan yang baik mengenai materi dalam publikasi yang 

disajikan di PST, dengan sasaran perbaikan melibatkan unsur pimpinan dan 

Bidang lntegrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik. 

5. Hambatan dalam implementasi reforrnasi birokrasi di BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah antara lain tingkat pemahaman pegawai dalam konsep 

refonnasi birokrasi yang bel urn ideal, jumlah SDM yang masih terbatas, dan 

kurang tertibnya dalam melakukan dokumentasi kegiatan terkait RB dengan 

sasaran perbaikan melibatkan unsur pimpinan dan agen perubahan yang 

telah ditetapkan. 

6. Pada penelitan sebelumnya disimpulkan bahwa reforrnasi biokrasi dilakukan 

dengan penyederhanaan birokrasi itu scndiri. Pada penelitian ini, selain 

memperkuat kesimpulan penelitian sebelwnnya, reformasi birokrasi 
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rnenjadikan SDM sebagai hal yang utarna untuk ditata, pola pikirnya 

menjadi pola pikir birokrat yang reformis. 

B. Saran 

Dari kesimpulan penelitian ini dapat disampaikan beberapa saran untuk 

perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah yang antara lain : 

1. Disarankan untuk dilakukan evaluasi SOP secara berkala sehingga SOP 

lebih aplikable. Semua tahapan SOP yang terlalu birokratis agar dipangkas, 

sehingga SOP semakin rnudah dilaksanakan. Perlu diberikan kesadaran 

kepada aparatur BPS Provinsi Kalimantan Tengah bahwa SOP disusun 

untuk menjamin kinetja sesuai aturan, dan tercapai kualitas kinerja yang 

diharapkan, bukan untuk rnernpersulit kinetja. 

2. Pemanfaatan TI disarankan untuk mernperhatikan kebutuhan unit kerja. 

Tidak terlalu hi-tech, tapi sesuai dan bisa dimanfaatkan di unit kerja dengan 

memperhatikan SDM maupun infrastruktur pendukung. Untuk itu, 

kebutuhan TI harus rnemperhatikan masukan dari daerah, sehingga TI dapat 

dirnaksimalkan pemanfaatannya dan sesuai dengan kebutuhannya. 

3. Disarankan untuk dibuat standar pengarsipan dokumen yang baik, sehingga 

arsip rnudah diperoleh di saat diperlukan, dan arsip tetap mudah digunakan 

walau ada penggantian SDM yang menangani. Selain itu diwujudkan 

pengarsipan secara elektronik, dan diciptakan rnesin pencari arsip yang akan 

rnemudahkan dalam pencariannya ketika dibutuhkan. 

4. Disarankan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi untuk 

menciptakan otornatisasi administrasi perkantoran seperti pembuatan 
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aplikasi-aplikasi teknis yang memudahkan kineija. Tennasuk mendukung 

proses pengarsipan data. 

5. Disarankan untuk mewujudkan bank data/file yang berfungsi menjadi 

backup data/file, pada satu server yang mumpuni, sehingga data/file selalu 

aman dan dapat terarsipkan dengan baik. 

6. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana disarankan untuk dapat diciptakan 

sistem perawatan yang terkoordinir dengan baik, seperti perawatan 

kendaraan dinas, dan sarana prasarana Jainnya. Agar diciptakan juga 

kerapihan alat-alat kebersihan dengan menyediakan jantour (tcmpat 

menyimpan alat-alat kebersihan) sehingga kerapihan dan keindahan kantor 

semakin baik lagi. 

7. Dalam upaya mewujudkan paradigma birokratis yang melayani disarankan 

untuk diadakan hari pelayanan sebagai pembentukan karakter birokrat yang 

melayani sehingga proses pelayanan semakin disadari sebagai tanggung 

jawab semua aparatur BPS Provinsi Kalimantan Tengah, bukan semata-mata 

tanggung jawab Bidang lntegrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 

khususnya di Unit Pelayanan Statistik Tcrpadu BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

8. Dalam penempatan SDM, supply SDM disarankan untuk memperhatikan 

kebutuhan satuan kerja, tidak hanya tenaga statistisi, tapi juga menyediakan 

SDM di keperluan lainnya, seperti tenaga administrasi yang berlatar 

pcndidikan akuntansi, Jatar belakang pendidikan psikologi untuk 

peningkatan dan manajemen SDM, dan lain-lain. 

9. Disarankan untuk disediakan anggaran untuk pembinaan pegawai di daerah 

dalam upaya capacity building, dengan harapan tugas pokok dan fungsi tiap-
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tiap pegawai semakin proporsional, tidak hanya menumpuk pada sebagian 

pegawai yang memiliki skilllebih. Selain itu dibuat ketegasan mewujudkan 

equal pay, equal work sehingga pegawai 

10. Disarankan untuk disusun mapping pegawai yang komprehensif dan 

terekspose dengan jelas, sehingga dalam perencanaan karir pegawai lebih 

terukur dengan jelas yang pada akhimya akan menciptakan semangat kerja 

yang tinggi bagi pegawai, karena setiap pegawai merasakan kejelasan 

karimya. Selain itu, kebijakan Perka BPS yang mengatur rumpun ketja bisa 

betul-betul diterapkan. 

II. Disarankan untuk segera diterapkan standar kompetensi jabatan yang sudah 

pemah dirumuskan, sehingga dalam peningkatan karir pegawai semakin 

obyektif sesuai standar yang dibutuhkan organisasi. 

12. Disarankan untuk diciptakan klasifikasi jabatan yang ideal, yaitu yang 

memperhatikan antara be ban kerja dengan grade jabatan yang pada akhirnya 

berkaitan dengan tingkat penghasilan pegawai. Hal ini semata-mata untuk 

menjaga semangat kerja pegawai. 

13. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerj~ disarankan untuk 

dilaksanakan analisis efisiensi kincrja sehingga antara output dengan 

anggaran yang dikeluarkan semakin ideal, tidak boros anggaran. Namun 

demikian juga perlu dilakukan analisis efektifitas, sehingga antara tujuan 

yang akan dicapai dengan basil yang dicapai semakin sesuai. Hal ini juga 

terkait dengan visi BPS yaitu menjadi pelopor data statistik yang berkualitas 

untuk semua. 

14. Dalam perencanaan sarana dan prasarana, disarankan untuk 

memprioritaskan yang berhubungan dengan pelayanan publik. 
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15. Disarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pada garda 

terdepan pelayanan publik yaitu di front office Pelayanan Statistik Terpadu 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah, mengingat pelayanan publik di BPS 

mcrupakan icon dan sebagai etalasenya BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 

SDM di front office tidak saja hanya mampu menunjukk.an publikasi­

publikasi dan data-data di Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah, tapi juga mampu menjelaskan secara baik publikasi 

maupun data-data tersebut, sehingga publik yang dilayani semakin puas. 

16. Untuk menciptakan semangat reformasi birokrasi yang terns menggelora 

pada aparatur BPS Provinsi Kalimantan Tengah maka disarankan untuk 

selalu dipertahankan dan ditingkatkan komitmen pimpinan dan mampu 

untuk selalu menjadi role model bagi bawahan. 

17. Untuk mewujudkan semangat reformasi birokrasi yang utuh, Disarankan 

untuk pembentukan dan peningkatan pola pikir reformasi birokrasi pada 

SDM di BPS Provinsi Kalimantan Tengah melalui upaya intemalisasi 

reformasi birokrasi dengan memperhatikan obyek intemalisasi tersebut dari 

berbagai sisi, seperti sisi pendidikan, umur, dsb. Untuk itu perlu dirancang 

media intemalisasi yang mudah dipahami, dan bahasanya disesuaikan 

dengan komunitasnya. Selanjutnya internalisasi dilakukan secara intensif. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, instrument data diambil dengan cara observasi ke 

lokasi penelitian, mengumpulkan data-data sekunder dari pihak-pihak terkait dan 

selanjutnya melakukan wawancara dengan informan yang terpilih melalui 

purposive sampling. Pada wawancara ini dilakukan perekaman wawancara dan 

menggunakan alat perekam, dan dilakukan wawancara sesuai dengan pedoman 

wawancra yang telah dipersiapkan. 

Penulis mendatangi lokasi informan baik di internal maupun di eksternal 

BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Informan dari internal adalah pegawai BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah yang telah disampel sebagai informan. Sedangkan 

dari ekstemal adalah pegawai BPS di Kabupaten/Kota, dan dari dinas terkait yang 

merasakan hubungan langsung dalam pelayanan BPS Provinsi Kalimantan 

T engah yang merupakan bagian dari kegiatan yang mendapatkan efek dari 

implementasi reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 
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PEDOMAN W A W ANCARA 

(INFORMAN DARI BPS) 

1 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi refonnasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan penataan tata laksana, 
khususnya pada indikator pemangkasan prosedur kerja yang be bas KKN? 

2 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan penataan tata laksana, 
khususnya pada indikator Perumusan SOP? 

3 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan penataan tata laksana, 
khususnya pada indikator Pemantapan TI danE-Government? 

4 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan penataan tata laksana, 
khususnya pada indikator Penataan pengelolaan arsip? 

5 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi refonnasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan penataan tata laksana, 
khususnya pada indikator Otomatisasi administrasi perkantoran? 

6 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan T engah pada area perubahan penataan tata laksana, 
khususnya pada indikator Proses pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, 

I pemantauan, evaluasi dan pengendalian? 
7 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan T engah pada area perubahan penataan tata laksana, 
khususnya pada indikator Pengelolaan sarana dan prasarana ketja sesuai 
ketentuan? 

8 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan penataan tata laksana, 
khususnya pada indikator lmplementasi akuntabilitas dan transparansi? 

9 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan penataan tata laksana, 
khususnya pada indikator Perubahan paradigma unit pelayanan dari 
birokratik ke wirausaha? 

10 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, khususnya pada indikator Penempatan SDM 

I yang tepat pada bagiannya" 
11 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, khususnya pada indikator Penerapan sistem 
merit dalam manajemen SDM? 

12 Bagaimana mcnurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, khususnya pada indikator Sistem diktat yang 
efektif? 
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13 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, khususnya pada indikator Standar dan 

I peningkatan kinerja? 
14 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, khususnya pada indikator Pola karier yangjelas 
dan terencana? 

15 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan T engah pada area perubahan Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, khususnya pada indikator Standar kompetensi 

I jabatan? 
16 Bagaimana rnenurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, khususnya pada indikator Klasifikasi jabatan? 

17 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, khususnya pada indikator Tugas, fungsi, dan 
beban proporsional.? 

18 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi refonnasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, khususnya pada indikator Rekrutmen sesuai 

: prosedur? 
19 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, khususnya pada indikator Remunerasi 
memadai? 

20 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi refonnasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, khususnya pada indikator Perbaikan sistem 
informasi manajemen kepegawaian? 

21 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, khususnya pada indikator Perbaikan sistem 

I pengawasan dan disip1in pegawai? 
22 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Penguatan Akuntabilitas 
Kinerja, khususnya pada indikator Adanya evaluasi berupa perbandingan 
kinerja nyata dengan kinerja yang direncaoakan? 

23 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi refonnasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan T engah pada area perubahan Penguatan Akuntabilitas 
Kinerja, khususnya pada indikator Adanya evaluasi berupa perbandingan 
kinetja nyata dengan kinetja tahun sebelumnya? 

24 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi refonnasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan T engah pada area perubahan Penguatan Akuntabilitas 
Kinerja, khususnya pada indikator Adanya analisis efisiensi (perbandingan 
output dengan input) dan analisis efektivitas kinerja (perbandingan tujuan 
dan basil, manfaatldampak)? 
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25 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator Fasilitas fisik, peralatan, 

· personil dan komunikasi (terbuka)? 
26 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator Kemampuan menciptakan 
pelayanan yang dijanjikan dengan tepa! dan cepat? 

27 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator Kemauan untuk membantu 
konsumen dan bertanggungjawab terhadap kualitas? 

28 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator Memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan yang baik? 

29 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator Ramah, bersahabat dan 
tanggap? 

30 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan T engah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator ke_iuiuran petugas? 

31 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator kemudahan mendapatkan 
pelayanan? 

32 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator Aspiratif dengan kebutuhan 
konsumen? 
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PEDOMAN W AW ANCARA 

(IN FORMAN DARI LUAR BPS) 

I Apakah anda mengetahui ada SOP dalam pemberian pelayanan statistik di 
BPS Provinsi Kalimantan Tengah? 

2 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator Fasilitas fisik, peralatan, 

I personil dan komunikasi (terbuka)? 
3 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator Kemampuan menciptakan 

I pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan cepat? 
4 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator Kemauan untuk membantu 
konsumen dan bertanggungjawab terhadajl_ kualitas? 

5 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator Memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan yang baik? 

6 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator Ramah, bersahabat dan 
tanggap? 

7 Bagairnana menurut Anda tentang irnplementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelavanan Publik, khususnya pada indikator kejujuran petugas0 

8 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi reformasi birokrasi di BPS 
Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator kemudahan mendapatkan 

I pelayanan? 
9 Bagaimana menurut Anda tentang implementasi rcformasi birokrasi di BPS 

Provinsi Kalimantan Tengah pada area perubahan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, khususnya pada indikator Aspiratif dengan kebutuhan 
konsurnen? 
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Hasil Observasi/Pengamatan Peneliti 

No 
Area 

Indikator 
Aspek Yang 

Deskripsi Ada Tidak Keterangan 
Perubahan Diobservasi 

l. Penataan Pemangkasa Sistem yang Adanya v Sudah melaksanakan proses pengadaan sesuai 

Tata n prosedur diterapkan sistem Perpres 70 tahun 20 I 0. 
Laksana kerja yang pengadaan 

bebas KKN sesuat 

Perpres 70 

tahun 2010 

perumusan Dok.SOP Keberadaan v Adanya rumusan SOP yang telah diterapkan. 

Standard dokumen 
Operating SOP 

Procedure 

(SOP) 

Pemantapan pemanfaatan Adanya v Peningkatan kuantitas dan kualitas TI dan internet 
TI danE- teknologi Pemanfaatan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik 

Government informasi Tl dan 

dan internet internet yang 

berkembang 
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No 
Area 

Indikator 
Aspek Yang 

Deskripsi Tidak 
Perubahan Diobservasi 

Ada Keterangan 

penataan Pengarsipan Adanya v Umumnya sistem pengarsipan masih manual. Yang 
pengelolaan yang baik sistem sudah menerapkan secara elektronik baru beberapa 
ars1p dan baku pengarsipan saja seperti di arsip kepegawaian di SIMPEG dan di 

yang baik data pengo laban. 
dan 
berstandar 
baku 

otomatisasi Penggunaan Adanya v berkembang seiring berkernbangnya indikator terkait 
perkantoran aplikasi pemanfaatan pemanfaatan TI dan e-Govemment serta 

untuk aplikasi yang perkembangan pengelolaan arsip 
otomatisasi terpadu 

untuk 
pelaksanaan 
otomatisasi 
administrasi 

perkantoran 
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No 
Area 

lndikator 
Aspek Yang 

Deskripsi Ada Tidak Keterangan 
Perubahan Diobservasi 

proses Kegiatan Adanya v Adanya penetapan kinerja, adanya TOR, adanya 

pengadaan, terkait proses proses sistem monitoring seperti SPI, web monitoring, dsb. 

perencanaan, pengadaan, pengadaan, 
Masih ada kegiatan tidak terencana sebelumnya. 

pelaksanaan, perencanaan, perencanaan, 
pemantauan, pelaksanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pemantauan, pemantauan, 

pengendalian evaluasi dan evaluasi dan 

pengendalian pengendalian 

Pengelolaan Sistem Adanya v Sudah menggunakan aplikasi S!MAK BMN yang 

sarana dan Pengelolaan sis tern selalu diupdate berdasarkan BAST yang masuk ke 

prasarana Saranadan pencatatan Subbagian Perlengkapan. 

sesuai Prasarana dan 

prosedur pelaporan 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 141 

43632.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

No 
Area 

Indikator 
Aspek Yang 

Deskripsi Ada Tidak 
Perubahan Dio bservasi 

Keterangan 

Sistem Adanya kartu v Pemeliharaan sarana dan prasarana berjalan sesuai 

pengendalian kendali ketentuan dan dipantau melalui mekanisme kartu 

pemeliharaan pemeliharaan kendali barang, antara lain kartu kendali perawatan 

barang , dan kendaraan dinas, kartu kendali pemeliharaan 

penggunaan gedung, kartu kendali pemeliharaan komputer 

barang 

Kondisi fisik Adanya v Gedung kantor, komputer, kendaraan dinas, AC 

kondisi fisik secara umum berfungsi baik, dan terawat. 

sarana dan 

prasarana 

yang baik 

perubahan Perubahan Adanya v Sudah terbentuk mental pelayanan sesuai tupoksi 

paradigma paradigma pandangan pegawai. Sehingga semua berjalan tanpa adanya 

unit pelayanan pegawat syarat terkait pungutan-pungutan. 

pelayanan pada pegawai untuk 

dari melakukan 
birokratik ke pelayanan 

wirausaha 
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No 
Area 

lndikator 
Aspek Yang 

Deskripsi Ada Tidak Keterangan 
Perubahan Diobsenrasi 

2 Penataan penempatan Penempatan Kesesuaian v Pegawai ditempatkan sesuai latar belakang 

Sistem SDMyang SDM JUTUSan pendidikan. 
Manajemen tepat pada dalam 

Sumber bagiannya penempatan 
Daya SDM 
Manusia 

Aparatur 

sistem diklat Sistem diklat Diktat yang v Diklat PIM mengharuskan inovasi berupa proyek 

yang efektif yang telah dijalankan perubahan. Diklat kompetensi secara efektif 

beijalan meningkatkan kualitas output BPS Prov.Kalteng. 

Standar dan Standar dan Jenis standar v Adanya CKPT, SKP, PK. 

peningkatan peningkatan yang 
kineija kinetja yang dijalankan 

dijalankan 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 143 

43632.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

No 
Area 

Indikator 
Aspek Yang 

Deskripsi Ada Tidak Keterangan 
Perubahan Diobservasi 

Standar Dokumen Adanya v Standar kompetensi jabatan sudah ad'4 tapi barn 
Kompetensi Standar dokumen- sebatas rumusan. Bel urn diimplementasikan sebagai 

Jabatan Kompetensi dokumen mana seharusnya. 
Jabatan stan dar 

kompetensi 

jabatan 

tugas, fungsi Komposisi Keadaan v Data bulan Maret tahun 2016 terdapat 56 orang 

dan beban pegawat komposisi pegawai. Dari kondisi itu, terdapat 1 Kasubbag yang 

pegawat pegawai masih belum terisi yaitu Kasubbag Urusan Dalam 

yang terupdate 
proporsional 

rekrutmen Prosedur Adanya v Rekrutmen pegawai dari jalur dinas dan jalur urn urn. 

pegawat pegawat sistem Dilakukan secara terbuka dari sejak pengumuman 

sesuai yang rekrutmen rekrutmen s.d seleksi. 

prosedur dijalankan pegawai 
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No 
Area 

Indikator 
Aspek Yang 

Deskripsi Ada Tidak Keterangan 
Perubahan Diobservasi 

3 Peningkata Evaluasi Dokumen Adanya v Laporan kinetja instansi dibuat setiap tahun, dan 

n kinerja evaluasi evaluasi mendapatkan penilaian yang terns meningkat dari 

Akuntabilit kinerja kinerja yang tahun ke tahun 

as Kinerja dilaksanakan 

dan 
terdokument 

aSI 

4 Peningkata Kondisi Sarana dan Adanya v Sarana dan prasarana berkembang pesat baik dari 

pelayanan prasarana peningkatan sisi kuantitas maupun kualitas. 
n Kualitas publik yang kualitas 

Pelayanan 
telah sarana dan 

dilaksanakan pra'iarana 

Publik 

SDM Adanya v SDM di pelayanan publik bertambah dengan latar 

pelayanan peningkatan belakang pendidikan yang lebih baik. 

publik kualitas 

SDM yang 

ada 
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No 
Area 

Indikator 
Aspek Yang 

Deskripsi Ada Tidak Keterangan 

! 

Perubahan Diobsenrasi 

Upaya Adanya v Adanya Survei Kebutuhan Data, adanya maklumat I 

peningkatan upaya pelayanan 
I Kualitas Data peningkatan 

dan kualitas data 
pelayanan 
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